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Surat Pembaca

Kita sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di-
mana masyarakat dari negara-negara yang menjadi anggota ASEAN
telah menjadi kawasan ekonomi yang lebih luas dengan adanya per-
ekonomian yang menglobal diantara para negara-negara ASEAN.

MEA tentunya akan berdampak pada banyak sektor, termasuk
dunia pendidikan, perdagangan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Pelajar dan tenaga kerja asing bisa bebas masuk ke Indonesia yang
tentunya akan sangat mempengaruhi para pelajar dan tenaga kerja
lokal.

Menghadapi MEA ini kita harus meningkatkan daya saing sebagai
pelajar/mahasiswa.

Dalam sektor perdagangan, masyarakat kita pada umumnya leb-
ih suka dengan produk-produk dari luar. Menghadapi ini, pemerin-
tah harus secara masif dan rutin melakukan kampanye “Aku cinta
produk Indonesia”.

Kampanye ini dulu sempat gencar dilakukan menjelang diber-
lakukannya MEA, namun pada saat diberlakukannya MEA malah
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justru berkurang, baik kuantitas maupun kualitasnya. Padahal har-
usnya kampanye ini dilakukan dengan lebih intensif, inovatif dan
masif agar dapat membendung membanjirnya produk luar negeri di
Indonesia.

Selain itu juga perlu dilakukan kampanye yang bisa membangkit-
kan kecintaan terhadap Indonesia. Melalui surat ini, saya berharap
Tabloid Diplomasi bisa menampilkan artikel yang memuat berbagai
keberhasilan (pelajar/mahasiswa, pengusaha, produk dan sebagai-
nya) kita di luar negeri. Sehingga dengan demikian semakin mening-
katkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, rasa bangga terhadap
produk Indonesia, dan berbagai kebanggaan lainnya.

Saya yakin dengan kebanggaan itu maka Indonesia tidak hanya akan
menjadi pasar bagi komoditas dan SDM dari negara-negara lainnya.
“Aku Cinta Indonesia”

Aliya D. Ramadhani, mahasiswa UI Jakarta.



CATATAN

Para pembaca tabloid Diplomasi
yang terhormat, pada edisi ini kami me-
nampilkan Bali Process sebagai topik uta-
ma. Indonesia bersama Australia telah
memimpin pertemuan the 6th Regional
Ministerial Conference of the Bali Process
on People Smuggling, Trafficking in Persons
and Related Transnational Crime di Nusa
Dua, Bali.

Bali Process merupakan pertemuan yang
diselenggarakan untuk menjawab masalah
penyelundupan dan perdagangan manu-
sia serta berbagai tantangan dalam irre-
Qular migration di kawasan. Pertemuan ini
memiliki kekhususan karena memper-
temukan negara asal, transit dan tujuan
irreqular migration serta organisasi inter-
nasional terkait berdasarkan prinsip bur-
den sharing dan collective responsibility.

Hasil penting dari pertemuan ini
adalah mekanisme regional dalam mem-
percepat penanganan isu irregular migra-
tion dan mix migration, termasuk pencari
suaka dan pengungsi. Bali Process juga
menekankan perlunya mengupayakan
keselamatan dan perlindungan para mi-
gran dan korban kejahatan transnasional
serta mendukung upaya penyelesaian
root causes dari irreqular movement of per-
sons dan forced displacement termasuk
memberikan dukungan negara asal le-
wat community based investments.

Topik berikutnya yang kami tampil-
kan adalah seputar kunjungan delegasi
RI ke Fiji untuk menyerahkan bantuan
untuk para korban Topan Winston yang
menghantam wilayah negara Fiji pada
Februari lalu. Selain memberikan ban-
tuan dana, Indonesia juga mengirimkan
satu kompi pasukan zeni Tentara Na-
sional Indonesia - Angkatan Darat (TNI-
AD) guna membantu proses rekonstruk-
si pasca-bencana.

Indonesia menganggap penting po-
sisi negara-negara di kawasan Pasifik
Selatan dalam kebijakan luar negeri dan
menempatkannya sebagai salah satu
prioritas. Indonesia semakin meneguhkan

berikan kontribusi substantif bagi peru-
musan dokumen penting dalam rangka
memperkuat regionalisme, yaitu berupa
Indian Ocean Rim Association (IORA) Con-
cord.

Melengkapi topik tersebut, kami
tampilkan juga pertemuan pertama
Komite Ad Hoc IORA yang diseleng-
garakan di Bali pada 16-17 Maret 2016.
Lingkup kerja sama IORA yang tertuang
dalam IORA Concord menekankan pada
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
di kawasan, nilai-nilai demokrasi, ter-
masuk isu-isu prioritas IORA.

Topik lainnya yang kami suguhkan
adalah penandatanganan Peraturan
Presiden No 23/2016 tentang pengesa-
han perjanjian transportasi laut antara
pemerintah negara anggota ASEAN dan
pemerintah Tiongkok. Para pemimpin
negara anggota ASEAN dan Tiongkok
meyakini kerja sama di bidang transpor-
tasi laut akan memberikan manfaat bagi
pengembangan hubungan perdagangan
dan ekonomi antara negara-negara ASEAN
dan Tiongkok. Karena itu, negara ang-
gota ASEAN dan Tiongkok berkeinginan
untuk saling bekerja sama dan berko-
munikasi lebih lanjut, dan membangun
sistem kerangka kerja transportasi laut
regional yang bertujuan untuk mening-
katkan fasilitasi transportasi laut.

Penyedian fasilitas Kemlu RI beru-
pa pelayanan terpadu untuk layanan
Kekonsuleran, Fasilitas Diplomatik, ser-
ta Informasi dan Media sebagai bentuk
komitmen dalam peningkatan kualitas
pelayanan publik adalah topik berikut-
nya yang kami tampilkan. Fasilitas ini
merupakan pelayanan satu atap yang
mengedepankan rasa aman, tertib, nya-
man, memuaskan, serta sesuai aturan
yang berlaku.

Adapun topik lainnya yang kami su-
guhkan pada edisi ini, di antaranya ada-
lah seputar kesediaan Indonesia men-
jadi penyelenggara Indonesia--FEALAC
Youth Conference (IFYC) ke-2 pada 2017;
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keseriusan dalam memperkuat hubungan  pidato Wakil Presiden RI di Konferensi
bilateral dengan negara-negara di kawasan =~ Tahunan Boao Forum for Asia 2016, Boao,
Pasifik Selatan. Komitmen Indonesia bagi ~ China, pada 24 Maret 2016 lalu; pelak-
Melanesian Spearhead Group (MSG) ada-  sanaan sidang tahunan Commission on
lah nyata dan konkrit, bahkan Indonesia  the Status of Women (CSW) ke-60 yang

dilengkapi kartu pengenal atau surat
keterangan tugas. Apabila ada pihak
mencurigakan sehubungan dengan
aktivitas kewartawanan Tabloid

berkomitmen membantu negara-negara
anggota MSG agar dapat terlibat lebih
dalam dengan komunitas internasional
yang lebih luas melalui forum APEC
maupun Konfe-rensi Asia Afrika.
Pelaksanaan the 3rd Indian Ocean Dia-
logue di Padang, Sumatera Barat, menjadi
topik berikutnya yang kami suguhkan.
Saat ini, negara-negara lingkar Samudera
Hindia tengah menghadapi berbagai
tantangan keamanan maritim termasuk
tantangan non-tradisional. Dialog mem-

berlangsung di Markas Besar PBB New
York, 14 - 24 Maret 2016; Cultural Coffee
Morning yang digelar oleh Kemlu RI di
Jakarta, sebagai program untuk mem-
promosikan warisan budaya tradisional
khas Indonesia kepada komunitas diplo-
matik di Jakarta.

Itulah beberapa topik yang kami su-
guhkan pada edisi kali ini, selamat mem-
baca dan semoga bermanfaat.

Salam Diplomasi.[]

Diplomasi, segera hubungi redaksi.

Bagi anda yang ingin mengirim tulisan
atau menyampaikan tanggapan, infor-
masi, kritik dan saran, silahkan kirim

email:

tabloiddiplomasi@kemlu.go.id
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Indonesia bersama Australia telah memimpin pertemuan the 6% Regional Ministerial Conference of the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related
Transnational Crime atau Bali Process ke-6 pada 22 -23 Maret 2016 di Nusa Dua, Bali.

ali Process merupakan pertemuan
Byang diselenggarakan untuk men-

jawab masalah penyelundupan dan
perdagangan manusia serta tantangan-
tantangan dalam irregular migration di ka-
wasan.

Pertemuan ini memiliki kekhususan di-
bandingkan regional consultative process lain-
nya karena mempertemukan negara asal,
transit dan tujuan irregular migration serta
organisasi international terkait berdasarkan
prinsip burden sharing dan collective responsi-
bility.

Pertemuan ini diikuti oleh 303 dele-
gasi termasuk 16 menteri dari 54 negara.
Pertemuan juga dihadiri oleh 12 negara
pengamat dan 8 organisasi internasional,
disamping juga 38 media baik media in-
ternasional maupun nasional yang meliput
pertemuan ini.

Hasil penting dari pertemuan ini adalah

kesepakatan untuk pembentukan mekanis-
me regional dalam mempercepat penanga-
nan isu irregular migration dan mix migration,
termasuk pencari suaka dan pengungsi.
“Melalui mekanisme ini, ketua ber-
sama dapat membangun komunikasi
dengan negara-negara terkait baik negara
asal, negara transit, maupun negara tu-
juan apabila terdapat situasi yang mende-
sak” jelas Menlu RI, Retno L.P Marsudi.
Pertemuan yang diketuai oleh Menlu RI
bersama Menlu Australia, Julie Bishop ini
juga menghasilkan berbagai kesepakatan
dalam mengatasi tantangan irregular migra-
tion di kawasan. Negara-negara anggota Bali
Process menekankan pentingnya pendeka-
tan regional komprehensif dengan prinsip
burden sharing dan collective responsibility.
Bali Process juga menekankan perlu-
nya mengupayakan keselamatan dan per-
lindungan para migran dan korban kejahatan

transnasional serta mendukung upaya
penyelesaian root causes dari irregular mo-
vement of persons dan forced displacement ter-
masuk memberikan dukungan negara asal
lewat community based investments.

Pertemuan juga sepakat untuk mening-
katkan upaya pemberantasan transnational
organized crime (TOC) termasuk kerja sama
ekstradisi dan mutual legal assistance serta
menjajaki mekanisme untuk pemulangan
non-sukarela dan kerja sama internasional.

Pertemuan ini menghasilkan dua outcome
dokumen, yaitu Co-chairs’ Statement yang me-
muat hasil pembahasan Bali Process ke-6 dan
Bali Process Ministerial Declaration on Irregular
Migration yang memuat komitmen negara
anggota untuk mengambil langkah efektif
dan terkoordinasi dalam penanganan arus
irregular migration di kawasan.[]
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BALI PROGESS

Sejak dimulai pada tahun
2002, Proses Bali mengenai
penyelundupan dan
perdagangan manusia serta
kejahatan transnasional
(Bali Process) telah secara
efektif meningkatkan
kesadaran regional
mengenai konsekuensi

dari penyelundupan dan T
perdagangan manusia serta il 4
kejahatan transnasional §
terkait, termasuk juga /
strategi kerjasama praktis j
yang dikembangkan dan
diimplementasikan dalam

merespon permasalahan

tersebut. ﬂ

L ebih dari 48 anggota, termasuk UNHCR (United Nations High

Commissioner for Refugees), IOM (International Organization for

Migration) dan UNODC (United Nations Office of Drugs and
Crime), serta sejumlah negara pengamat dan lembaga internasional
berpartisipasi di forum sukarela ini.

Tujuan utama dari Bali Process adalah: Pengembangan informasi
yang lebih efektif dan melakukan sharing intelijen; Meningkatkan
kerjasama antar instansi penegak hukum di kawasan untuk
mencegah dan memerangi jaringan penyelundupan dan perda-
gangan manusia; Meningkatkan kerjasama sistim perbatasan dan
visa untuk mendeteksi dan mencegah perpindahan ilegal;

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kegiatan
tersebut dan memberikan peringatan terhadap masyarakat yang
rentan terhadap kejahatan tersebut; Meningkatkan efektivitas pe-
mulangan sebagai strategi untuk mencegah penyelundupan dan
perdagangan manusia melalui konklusi pengaturan yang memad-
ai;

Melakukan kerjasama dalam memverifikasi identitas dan ke-
bangsaan migran ilegal dan korban perdagangan manusia; Diber-
lakukannya Undang-Undang nasional untuk mengkriminalisasi
penyelundupan dan perdagangan manusia; Menyediakan perlin-
dungan dan bantuan yang tepat untuk para korban perdagangan
manusia, terutama perempuan dan anak-anak;

Meningkatkan fokus untuk mengatasi akar penyebab migrasi
ilegal, termasuk dengan meningkatkan kesempatan untuk melaku-
kan migrasi antar negara secara legal; Membantu negara-negara
untuk mengadopsi best practices dalam manajemen suaka, sesuai
dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi; dan memajukan

pelaksanaan kerangka kerja sama regional yang inklusif dan non-
binding di mana pihak yang berkepentingan dapat bekerja sama
lebih efektif untuk mengurangi irregular movement di kawasan.

Pada Bali Process ada Ad Hoc Group yang dibentuk untuk
mengembangkan dan mengejar langkah-langkah praktis untuk
menginformasikan kerjasama regional penyelundupan dan perda-
gangan manusia serta irregular movement di masa depan. Ad Hoc
Group terdiri dari negara-negara yang paling terkena dampak dan
organisasi internasional yang relevan untuk menangani isu-isu
spesifik yang terkait dengan irreqular movement di kawasan. Ad Hoc
Group terutama bertugas melaksanakan kerjasama regional dalam
kerangka Bali Process.

Pada 30 Maret 2011 negara-negara Bali Process, UNHCR dan
IOM, sepakat membentuk Regional Cooperation Framework (RCF)
untuk memenuhi ketertarikan negara-negara anggota Bali Pro-
cess untuk membentuk pengaturan praktis yang bertujuan untuk
meningkatkan respon kawasan terhadap irregular movement mela-
lui pengolahan klaim-klaim suaka secara konsisten dan solusi
berkelanjutan bagi pengungsi.

Untuk memfasilitasi pelaksanaan RCF, kemudian didirikan Re-
gional Support Office (RSO) di Bangkok, Thailand pada 2012. Kan-
tor ini merupakan central point bagi negara-negara anggota untuk
berbagi informasi mengenai perlindungan pengungsi dan migrasi
internasional; capacity building dan pertukaran best practices; me-
ngumpulkan sumber daya teknis bersama; serta menyediakan lo-
gistik, administrasi, dukungan operasional dan koordinasi untuk
proyek-proyek bersama antar anggota Bali Process.[]
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MENLU Rl : BALI PROCESS HARUS MAMPU
MENJAWAB PERTANYAAN KEMANUSIAAN

Retno L.P. Marsudi

Menteri Luar Negeri

awasan kita adalah rumah bagijutaan migran
Kyang telah berjalan selama berabad-abad.
Hari ini, isu migrasi, apakah itu yang
regular ataupun irregular, telah menjadi semakin
kompleks.

Konflik dan perang, serta kerusuhan sosial di
berbagai belahan dunia telah memaksa orang un-
tuk meninggalkan rumah mereka.

Pada saat yang sama, pertimbangan ekonomi
untuk migrasi transnasional menjadi lebih kuat.
Terbatasnya saluran migrasi yang aman telah me-
ngakibatkan prevalensi pergerakan perpindahan
manusia secara irregular.

Situasi ini diperparah dengan korupsi, penca-
tutan dan keterlibatan unsur-unsur pidana yang
menyebabkan kerugian, bahaya dan membahaya-
kan kesejahteraan para migran gelap.

Krisis pengungsi di Eropa dan pergerakan per-
pindahan migran yang tiba-tiba di Laut Andaman
pada bulan Mei lalu telah membuka mata kita ten-
tang begitu besar dan kompleksnya masalah ini.

Sementara kejahatan people smuggling dan hu-
man trafficking masih terus terjadi, muncul tanta-
ngan-tantangan baru irregular migration yang terus
mengemuka.

Selama empat belas tahun terakhir, kerjasama
di bawah Bali Process, khususnya di empat pilar,
telah menghasilkan beberapa hasil yang konkret.
Tapi, kita harus melipatgandakan usaha kita jika
kita ingin berhasil merespon munculnya berbagai
tantangan di masa mendatang .

Kita perlu menangani masalah irregular migra-
tion dengan cara yang lebih komprehensif dengan
memperkuat unsur-unsur seperti: respon yang te-
pat waktu, langkah-langkah penegakan hukum,
pertimbangan kemanusiaan, dan mengatasi akar
penyebabnya.

Izinkan saya dalam konteks ini menawarkan
beberapa pandangan tentang bagaimana kita da-
pat meningkatkan proses kita.

Pertama, Bali Process harus mampu menghada-
pi situasi darurat. Sebagaimana kita amati pada
Mei 2015 lalu, Bali Process tidak mampu mengatasi
gerakan yang tiba-tiba dari irregular migration di
Laut Andaman dan Teluk Benggala.

Ini tidak boleh terjadi lagi. Indonesia percaya,
dalam hal ini, aspek kemanusiaan harus menang.

Untuk alasan inilah bahwa Indonesia bergerak
lebih jauh dalam menerima migran gelap tahun
lalu.

“Indonesia
percaya,
dalam hal
ini, aspek
kemanusiaan
harus
menang.”

Tapi tugas yang ada di tangan ini jauh lebih be-
sar jika ditangani oleh satu negara sendiri. Oleh ka-
rena itu, kita perlu membangun mekanisme khusus
yang akan memungkinkan kita untuk mengatasi
hal ini secara kolektif.

Kedua, Bali Process harus memperkuat me-
kanisme penegakan hukumnya. Penyelundupan
manusia dan perdagangan manusia yang saling
terkait dan lintas sektor dengan kejahatan trans-
nasional lainnya seperti korupsi, pencucian uang,
dan perdagangan narkoba.

Dalam semangat ini bahwa kerja sama yang
efektif untuk memerangi kejahatan transnasional
antara aparat penegak hukum kita sangat penting
untuk proses kita.

Kita juga perlu keseimbangan antara penega-
kan hukum secara tegas, perlindungan korban dan
respon kemanusiaan.

Kerjasama capacity building untuk aparat pe-
negak hukum kita juga penting untuk mencegah,
merespon, menyelidiki kejahatan dan memberikan
perlindungan yang diperlukan untuk korban.

Untuk melanjutkan upaya kita dalam mem-
perkuat penegakan hukum Bali Process, kita harus
meningkatkan: kerja sama intelijen, melakukan
operasi bersama dan terkoordinasi, kerja sama
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Selama empat belas tahun terakhir,
kerjasama di bawah Bali Process, khususnya
di empat pilar, telah menghasilkan
beberapa hasil yang konkret. Tapi, kita harus
melipatgandakan usaha kita jika kita ingin
berhasil merespon munculnya berbagai
tantangan esok.

IOM = OIM

@u

Bengal

— Land migration routes
“====== Maritime migration routes

Cocos Islands
(Australia)

antara kontrol-perbatasan dan otoritas penuntutan, serta kerja sama
keamanan maritim.

Ketiga, Bali Process harus mampu menjawab pertanyaan kema-
nusiaan. Kita harus menemukan solusi yang dapat bertahan lama
yang tidak akan membebani negara dengan sumber daya terbatas.

Kita harus bekerja sama untuk mempercepat pemrosesan pencari
suaka dan pengungsi. Dengan demikian, prinsip pembagian beban
antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan harus dimasuk-
kan ke dalam tindakan-tindakan nyata.

Peran organisasi internasional yang relevan, seperti United Na-
tions High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Or-
ganization for Migration (IOM) serta masyarakat sipil juga harus di-
sertakan dalam proses.

Terakhir, Bali Process harus mampu berkontribusi dalam menga-
tasi akar penyebab untuk mencapai solusi yang bertahan lama untuk

irregular migration.

Ini mungkin termasuk kapasitas anggota untuk, antara lain:
mengurangi kemiskinan, pengangguran dan degradasi lingkungan,
menyediakan pendidikan dasar, melakukan kampanye kesadaran
untuk memerangi para penyelundup dan pengedar, dan menerap-
kan pendekatan inklusif untuk pembangunan.

Dalam hal ini, kita dapat menggunakan Sustainable Development
Goals (SDGs) sebagai referensi dan pedoman kita.

Tujuan tersebut tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan kerja
sama dari negara-negara yang terkena dampak, organisasi interna-

Southeast Asia Migration Routes

£ B 6@:}@

Bay of Bengal Crossing Statistics:

By Nationality:
Bangladesh: 714 adults (men only), 16 children
Myanmar: £87 adults. 178 children k

Total confirmed landed, since 4 May: 3,200 :
Mostly in 1,395 and in Mal 1158
Number of hoats landed: 12

Still at Sea: est 4.000

Since January 2014: est 38 000 have made the
Jjourney, including 25,000 January to May/15

All figures are estimates as of 19/05/2015.

Christmas Island
(Australia) Ashmore
Cartier Islands

(Australia)

Australla

sional yang relevan dan masyarakat sipil.

Untuk itu, Bali Process akan membahas isu dan Bali Process Minis-
terial Declaration mengenai irreqular migration ke depan.

Ini akan mengirim sinyal yang kuat mengenai komitmen bersama
kita dalam merespon tantangan pertumbuhan irregular migration.

Sebagai penutup, perkenankan saya menyampaikan apresiasi
untuk rekan saya, Yang Mulia Julie Bishop, untuk kepengurusan dan
komitmen terhadap usaha kita.

Apresiasi saya yang terdalam juga saya sampaikan kepada se-
mua anggota, organisasi internasional dan pengamat atas dukungan
mereka yang kokoh untuk membawa Bali Process ke depan.

Saya berharap diskusi kita ini bermanfaat untuk ke depan.[]

(Disunting dari pidato Menlu RI pada The Sixth Ministerial
Conference of the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in
Persons and Related Transnational Crime di Bali, 23 Maret 2016)
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AUSTRALIA LUNCURKAN STRATEGI INTERNASIONAL
PERANGI PERDAGANGAN MANUSIA

Julie Bishop
Menteri Luar Negeri Australia

¥

ua dokumen yang dihasilkan pada
DBuli Process ke-6 ini sangat penting.

Masalah yang dibahas di Bali Process
ini merupakan tindakan kriminal dan kita
harus bekerja sama dalam mengatasi krimi-
nalitas tersebut.

Dengan dihasilkannya dua dokumen
dari penyelenggaraan Bali Process ini, diha-
rapkan masalah penyelundupan dan per-
dagangan manusia, kejahatan transnasional
termasuk masalah pengungsi dan pencari
suaka cepat teratasi.

Australia telah meluncurkan strategi in-
ternasional untuk memerangi perdagangan
manusia dan perbudakan terkait dengan
Bali Process on People Smuggling, Trafficking
in Persons and Related Transnational Crime
ke-6.

Perdagangan dan eksploitasi manusia
menghasilkan USD150 miliar dalam satu ta-
hun. Ini adalah kriminal dalam skala besar.

Untuk itu, saya di sini untuk meluncurkan
strategi internasional untuk memerangi kri-
minalitas tersebut.

Tidak ada negara yang kebal. Setiap ne-
gara di seluruh dunia dipengaruhi oleh per-
dagangan manusia.

Karena itu, pertama, Australia harus fo-
kus pada usaha kerja sama dengan negara-
negara di Asia Tenggara dalam pencegahan
dan deteksi penyelundupan dan perda-
gangan manusia.

Kami berbagi informasi dan kerja sama
dalam penyelidikan. Kami akan terus
membangun kapasitas hukum dan penega-
kan hukum di seluruh program peradilan

pidana di Australia.

Kedua, Australia akan mendesak nega-
ra-negara untuk bekerja bersama lebih erat
dengan lembaga-lembaga multinasional
yang berurusan dengan perdagangan dan
perbudakan. Negara-negara terkait perlu
meningkatkan kemampuan mereka dengan
bekerja lebih efektif dengan UNDOC, UN-
HCR, IOM dan ILO.

Kami juga akan bekerja keras di Bali
Process dan 48 anggotanya untuk mengko-
ordinasikan hal ini di kawasan guna me-
merangi perdagangan manusia dan per-
budakan. Tujuan utama Australia adalah
memberikan akses yang lebih baik untuk
selamatkan manusia dari perdagangan dan
penyelundupan.[]
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PERTEMUAN TINGKAT MENTERI, BALI PROGESS KE-6

* MINISTERIAL CONFERENCE
7~ OF THE BALI PROCESS

HI'E‘.FIE |Jr'|_|ﬂ ; TRAFFICKIMG IN PERSONS

ertemuan Tingkat Menteri, Bali Process
Pke—6, diawali dengan Pertemuan Pe-

jabat Tinggi (Senior Official Meeting/
SOM), pada 22 Maret 2016 yang dipimpin
oleh Direktur Jenderal Multilateral Ke-
menterian Luar Negeri Hasan Kleib dan
Duta Australia untuk isu penyelundupan
manusia Andrew Golledzinowski. Perte-
muan dibuka pukul 08.00 WITA di Nusan-

tara Ballroom Bali International Convention
Center (BICC), Nusa Dua, Bali.

Menurut Dirjen Hasan Kleib, tujuan
SOM ini adalah untuk memuluskan perte-
muan tingkat menteri yang dilaksanakan
pada 23 Maret 2016. Pertemuan tingkat
menteri ini diharapkan berjalan efisien, ter-
lebih lagi dalam pengukuhan co-chairs state-
ment dan deklarasi menteri.

(44

Kita ingin menggalang dukungan untuk
Deklarasi Bali, yang tentu saja secara
hukum tidak mengikat, tetapi dokumen
ini menegaskan komitmen kita dan
mengindentifikasi tujuan yang ingin kita raih
dalam dua tahun ke depan.

29

Hasan Kleib
Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI

Sementara itu, co-chair Andrew
Golledzinowski menyatakan bahwa dunia
sudah banyak berubah sejak pertemuan
Bali Process terakhir, yang juga diseleng-
garakan di Bali pada 2 April 2013. Menurut
Andrew pertemuan pada tahun ini terlihat
lebih ambisius, yang merupakan bentuk
respon para anggota Bali Process terhadap
masalah internasional. Apalagi bahwa saat
ini irreqular migration merupakan isu global
paling kritis yang sedang dihadapi bersama.
Agenda yang di bahas dalam pertemuan ini
meliputi 4 hal, yaitu persiapan Pertemuan
Tingkat Menteri Bali Process ke-6, rekomen-
dasi pembentukan mekanisme respons situ-
asi darurat, Deklarasi Bali tentang irregular
movements, dan keberlanjutan pertemuan
inisiatif regional.

Lebih lanjut Dirjen Hasan Kleib menje-
laskan bahwa usulan pembahasan menge-
nai mekanisme respons situasi darurat
dilatarbelakangi oleh kedatangan 1.800
pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh
yang menyeberang melalui Laut Andaman
dan Laut Bengal pada Mei 2015 lalu.

Sedangkan terkait isu mengenai Deklarasi
Bali tentang irregular movements yang diba-
has adalah mengenai langkah-langkah kon-
kret yang akan dilakukan untuk mengatasi
masalah penyelundupan dan perdagangan
manusia, serta kejahatan lintas negara da-
lam kerangka kerja sama “Bali Process”.

“Kita ingin menggalang dukungan un-
tuk Deklarasi Bali, yang tentu saja secara
hukum tidak mengikat, tetapi dokumen
ini menegaskan komitmen kita dan meng-
indentifikasi tujuan yang ingin kita raih
dalam dua tahun ke depan,” kata Dirjen
Hasan Kleib.

Agenda terakhir yang dibahas dalam
SOM adalah inisiatif regional yang selama
ini dianggap mampu mendukung dan me-
lengkapi kerja sama “Bali Process”. Menurut
Dirjen Hasan Kleib, Indonesia perlu mem-
beri catatan untuk keberlanjutan inisiatif re-
gional, seperti “Jakarta Meeting” dan “Bangkok
Innitiatives” yang telah memberikan kontri-
busi penting untuk memperkuat dan me-
lengkapi kerja sama “Bali Process”.

SOM yang diselenggarakan dalam tiga
sesi ini menghasilkan rekomendasi yang
menguatkan komitmen setiap negara.
Seluruh hasil kesepakatan yang dicapai da-
lam SOM ini kemudian dibawa kepada fo-
rum Pertemuan Tingkat Menteri Bali Process
ke-6, untuk diadopsi dan kemudian disah-
kan.[]
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CO-CHAIRS STATEMENT
PADA BALI PROCESS KE-6

enlu RI dan Menlu Australia,
mendapat kehormatan sebagai
co-chair pada the Sixth Ministe-

rial Conference of the Bali Process on People
Smuggling, Trafficking in Persons and Related
Transnational Crime di Bali, pada 23 Maret
2016.

Pertemuan menghasilkan Co-Chairs
Statement yang memuat berbagai keputu-
san dan rekomendasi bagi pelaksanaan Bali
Process ke depan.

Dalam Co-Chairs Statement itu, para
Menteri mengakui belum pernah terjadi
sebelumnya tingkat perpindahan dan mo-
bilitas dilihat secara global sejak Konferensi
Menteri terakhir. Telah terjadi lonjakan irre-
gular movements manusia di Teluk Benggala
dan Laut Andaman pada semester pertama
2015, dan tercatat memiliki tingkat kema-
tian yang tinggi.

Diakui adanya kebutuhan respon yang
mendesak dan kolektif dari anggota-ang-
gota yang telah mengadopsi Bali Declaration
mengenai Penyelundupan dan Perdagang-
an Manusia serta Kejahatan Lintas Batas un-
tuk memperkuat komitmen mereka menga-
tasi tantangan-tantangan yang kompleks.

Para Menteri menyambut kemajuan
yang dicapai sejak Ministerial Conference
terakhir dan menyepakati program kegiat-
an yang kuat untuk memajukan Bali Process
ke depan. Para anggota direkomendasikan
untuk melakukan review respon kawasan
terhadap situasi di Laut Andaman pada
Mei 2015 untuk berbagi pelajaran dan
bekerja untuk melaksanakan perbaikan
yang diperlukan. Disepakati bahwa review
itu akan mempertimbangkan pilihan untuk
memperbaiki perencanaan kontingensi na-
sional, regional dan subregional dan kesia-
pan terhadap potensi influxes migran gelap
yang besar di masa depan.

Dalam konteks ini, kontribusi penting
PBB dan International Organization for Migra-
tion (IOM) disambut baik dalam membantu
negara-negara untuk mengatasi tantangan
yang ditimbulkan oleh irregular movements.
Pertemuan secara khusus mengingatkan
kembali Agenda PBB untuk Pembangunan
Berkelanjutan, dan lima area aksi yang di-
gariskan oleh Sekretaris Jenderal PBB pada
Sidang Paripurna Majelis Umum mengenai
migran gelap (20 November 2015).
Upaya nasional dan regional untuk

bab irreqular migration. Jika akar penyebab
ini tidak ditangani, maka orang akan terus
mempertaruhkan hidup mereka di kapal-
kapal para penyelundup. Karena itu dite-
gaskan kembali pentingnya pembangunan
sosial-ekonomi yang inklusif, penghormatan
secara penuh terhadap hak asasi manusia

AND RELATED TRANSNATIONAL CRIME
Bali, Indonesia, 22 - 23 March 2016

merespon irregular movements di Laut
Andaman dan Samudera Hindia secara te-
pat waktu, termasuk Special Meetings on Ir-
regular Migration in the Indian Ocean (29 Mei
dan 4 Desember 2015); Special Retreat on Ir-
regular Migration in the Indian Ocean (1 Fe-
bruari 2016, di Bangkok); Emergency ASEAN
Ministerial Meeting on Transnational Crime:
Irregular Movement of Persons in the Southeast
Asia Region (2 Juli 2015); dan Jakarta Decla-
ration Roundtable Meeting on Addressing the
Root Causes of Irregular Movement of Persons
(27-28 November 2015) juga disambut baik.
Para Menteri juga melihat ke depan untuk
KTT PBB tentang Mengatasi Gerakan Besar
Pengungsi dan Migran (yang akan diadakan
di Majelis Umum pada September 2016).
Diakui adanya kebutuhan anggota Bali
Process untuk lebih lincah, dan merespon
secara yang tepat waktu. Untuk tujuan ini,
disepakati untuk memiliki mekanisme yang
akan memberikan otorisasi kepada Co-
Chairs untuk berkonsultasi, dan jika perlu
mengadakan pertemuan-pertemuan ke de-
pan untuk membahas isu-isu irregular mig-
ration yang mendesak dengan negara-nega-
ra yang terkena dampak dan negara-negara
yang tertarik dalam menanggapi isu-isu re-
gional saat ini atau situasi darurat di masa
depan. Partisipasi dalam mekanisme ini
bersifat sukarela dan tidak mengikat.
Tercatat bahwa diperlukan upaya yang
lebih terpadu untuk mengatasi akar penye-

MINISTERIAL
CONFERENCE
OF THE BALI PROCESS

dan langkah-langkah untuk mereduksi sta-
telessness.

Dicatat pula pentingnya pencatatan sipil
dalam pengelolaan perbatasan dan dalam
memberikan perlindungan dasar bagi para
migran, pengungsi dan pencari suaka. Ka-
rena itu para Menteri menyambut baik sa-
ran berupa toolkit yang sedang dikembang-
kan untuk membantu negara-negara dalam
memperkuat sistem untuk mendaftarkan
kelahiran, kematian dan pernikahan. Pro-
yek ini bertujuan untuk memperluas caku-
pan pendaftaran dan dokumentasi, dan
pada gilirannya, meningkatkan kapasitas
negara untuk mengidentifikasi dan membe-
rikan perlindungan terhadap populasi yang
berisiko. Negara-negara anggota didorong
untuk berpartisipasi dalam proyek ini.

Di garisbawahi pentingnya menangani
kebutuhan dan perlindungan kemanusiaan
dalam mengelola irregular migration. Para
anggota diarahkan untuk mengutamakan
koordinasi prosedur penyelamatan di laut,
mengidentifikasi tempat-tempat yang dip-
rediksikan untuk debarkasi, meningkatkan
sistem penerimaan dan penyaringan, dan
perlibatan masyarakat madani dalam pe-
ngiriman bantuan darurat pasca-debarkasi.
Disoroti pula pentingnya perlindungan
sementara dan pengaturan tinggal secara
lokal dan merekomendasikan penelitian
mengenai kelangsungan hidup mereka.

Lebih lanjut disoroti pentingnya penye-
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baran informasi untuk meningkatkan kesa-
daran mengenai risiko perjalanan gelap di
laut melalui penggunaan media sosial dan
platform inovatif lainnya. Para Menteri
mencatat kemajuan pelaksanaan bersama,
kampanye informasi regional, dan mendo-
rong hal ini untuk terus dilanjutkan.

Memperkuat kebutuhan untuk mem-
perluas jalur migrasi yang aman, legal dan
terjangkau, termasuk migrasi tenaga kerja
dan program reunifikasi keluarga, untuk
memberikan alternatif selain irregular move-
ment yang berbahaya. Mendorong anggota
untuk mempertimbangkan dapat dibukanya
peluang migrasi tenaga kerja kepada setiap
orang dengan kebutuhan perlindungan in-
ternasional.

Mencatat bahwa mengembalikan orang
yang ditemukan tanpa hak perlindungan
internasional adalah penting untuk inte-
gritas dan efisiensi migrasi legal. Atas dasar
outcome dari roundtable 2015, disepakati bahwa
Technical Experts Group akan dibentuk un-
tuk pertukaran best practices dengan peng-
hormatan terhadap pemulangan dan rein-
tegrasi. Model perjanjian readmission juga
akan dikembangkan untuk digunakan oleh
negara-negara anggota yang tertarik.

Para Menteri memuji upaya Kelompok
Kerja Perdagangan Manusia untuk mem-
perkuat respon peradilan pidana terhadap
perdagangan manusia. Dan menyambut
baik saran dua set panduan kebijakan yang
dikembangkan untuk membantu negara-
negara anggota dalam mengkriminalisasi
penyelundupan dan perdagangan manusia,
dan untuk meningkatkan identifikasi dan
perlindungan korban perdagangan manu-
sia. Panduan telah diterjemahkan ke dalam
14 bahasa lokal dan Kelompok Kerja Per-
dagangan Manusia terus mempromosikan
pelatihan regional mereka. Mengarahkan
anggota untuk mengutamakan penerapan
prinsip-prinsip panduan best practice.

Menyambut update kemajuan negara-
negara untuk secara efektif mengkrimina-
lisasi penyelundupan dan perdagangan
manusia. Mencatat pentingnya melengkapi
kewajiban untuk mengkriminalisasi pencuci-
an uang dan hasil kejahatan, dalam rangka
untuk mentargetkan insentif keuangan ter-
hadap penyelundupan dan perdagangan
manusia. Merekomendasikan Kelompok
Kerja Perdagangan Manusia untuk mem-
berikan pelatihan dan mengembangkan
pedoman kawasan tentang topik ini untuk
membantu negara-negara agar dapat lebih
meningkatkan kerangka kerja hukum me-
reka.

Mengakui peran penting sektor swasta
dalam mencegah dan mendeteksi perda-
gangan manusia. Mencatat pentingnya

keterlibatan secara konstruktif dengan in-
dustri swasta dalam kemitraan yang tulus
untuk memerangi perdagangan di kawasan
dan mempromosikan good practices dalam
mata rantai pasokan mereka.

Menyambut baik pembentukan Kelom-
pok Kerja Gangguan Sindikat Pidana untuk
terlibat dalam penyelundupan dan perda-
gangan manusia. Mencatat update dari Joint
Period of Action, yang melihat delapan ne-
gara melakukan operasi penegakan hukum
terhadap sindikat kriminal secara terpisah
namun terkoordinasi. Secara total, otoritas
pemerintah telah melakukan 32 penang-
kapan dan meluncurkan delapan penye-
lidikan baru. Memuji inisiatif ini sebagai
contoh hasil operasional yang sukses yang

Mencatat bahwa
mengembalikan orang
yang ditemukan tanpa hak
perlindungan internasional
adalah penting untuk
integritas dan efisiensi migrasi
legal. Atas dasar outcome dari
roundtable 2015, disepakati
bahwa Technical Experts
Group akan dibentuk untuk
pertukaran best practices
dengan penghormatan
terhadap pemulangan
dan reintegrasi. Model
perjanjian readmission juga
akan dikembangkan untuk
digunakan oleh negara-negara
anggota yang tertarik.

bisa dicapai ketika anggota bekerja sama
secara praktis. Merekomendasikan untuk
menindaklanjuti fokus Joint Periode Action
pada penguatan kerja sama lintas perbata-
san.

Selanjutnya disarankan agar anggota
memaksimalkan jaringan berbagi infor-
masi untuk membantu pejabat penegakan
hukum dan peradilan dalam melacak dan
mengembalikan aset kriminal terkait dengan
penyelundupan dan perdagangan lintas
batas.

Mencatat nilai berbagi data biometrik
untuk memverifikasi identitas wisatawan
dan pelacakan arus migrasi. Menyambut
saran bahwa sistem berbagi data biometrik

kawasan telah dikembangkan. Sukarela dan
aturan yang tidak mengikat menyediakan
cara elektronik yang aman dalam berbagi
data biometrik, dalam kerangka kebijakan
yang memastikan privasi dan perlindungan
data.

Mengakui nilai strategis Bali Process da-
lam kerjasama regional untuk membimbing
anggota, dan mencatat bahwa Ad Hoc Group
akan terus memperbarui hal ini untuk me-
refleksikan prioritas kementerian.

Co-Chairs Statement juga memuat ulasan
kemajuan yang dicapai sejak 5th Bali Process
Ministerial Conference. Dalam ulasan diakui
Co-chairs’ Statements dari AHG Senior Offi-
cials Meeting di Bangkok, Thailand pada 2
Februari 2016 dan laporan kegiatan yang
dilaksanakan sejak 5th Bali Process Ministe-
rial Conference sebagaimana tercantum da-
lam Co-Chairs Statement pada Senior Officials
Meeting pada 22 Maret 2016.

Memuji upaya anggota dalam melaksana-
kan Ministerial objectives yang ditetapkan
pada Fifth Ministerial Conference pada April
2013, yang dituangkan dalam Laporan Ke-
majuan Ad Hoc Group. Menyambut kon-
tribusi pendanaan dan personil dari ang-
gota kepada Regional Support Office (RSO).
Mendorong negara-negara untuk second of-
ficials kepada RSO berdasarkan proyek.

Konferensi Tingkat Menteri ke-6 di-
hadiri oleh perwakilan dari Afghanistan,
Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei
Darussalam, Kamboja, China, Fiji, Prancis
(Kaledonia Baru), Hong Kong SAR, India,
Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Yordania,
Laos, Macau SAR, Malaysia, Maladewa,
Myanmar, Nauru, Nepal, Selandia Baru,
Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Korsel,
Samoa, Singapura, Solomon, Suriah, Sri
Lanka, Thailand, Timor Leste, Tonga, Turki,
Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vanuatu,
Viet Nam, IOM, UNHCR dan UNODC.

Kanada, Komisi Eropa, Finlandia, Jerman,
Italia, Belanda, Polandia, Federasi Rusia,
Spanyol, Swiss, Swedia, Inggris, Interna-
tional Committee of the Red Cross (ICRC),
International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies (IFRC), International Labour
Organization (ILO), INTERPOL dan United
Nations Development Programme (UNDP)
menghadiri pertemuan sebagai pengamat.

Para Menteri juga menyampaikan apresi-
asi kepada Pemerintah Indonesia atas kemu-
rahan hati dan keramahan sebagai tuan ru-
mah Konferensi Tingkat Menteri ke-6 ini.[]

(Disunting dari Co-Chairs Statement Kon-
ferensi Tingkat Menteri ke-6 Bali Process on
People Smugglingh, Trafficking in Persons and
Related Transnational Crime, Bali 23 Maret
2016)
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OEKLARASI BALI PROGESS

ami para Menteri dan perwakilan
Kdari negara-negara anggota dan

organisasi Bali Process on People
Smuggling, Trafficking in Persons and Related
Transnational Crime, memberikan perhatian
dengan penuh keprihatinan terhadap skala
pertumbuhan dan kompleksitas berbagai
tantangan irregular migration, baik di dalam
maupun di luar kawasan Asia Pasifik.

Kami sangat prihatin dengan hilangnya
kehidupan di laut yang begitu tragis, pe-
nyalahgunaan dan eksploitasi migran dan
pengungsi di tangan para pelaku penye-
lundup dan perdagangan manusia. Kami
juga mengakui bahwa irreqular migration
menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan
keamanan bagi negara-negara yang terkena
dampak, serta berimplikasi terhadap stabi-
litas regional dan global.

Kami menyambut kontribusi penting
dari negara-negara anggota dan dukungan
yang diberikan oleh anggota dari berba-
gai organisasi dalam mengatasi tantangan
yang ditimbulkan oleh irregular migration.
Kami menyambut upaya regional saat ini,
khususnya oleh negara-negara yang paling
terkena dampak, dalam menanggapi irregu-

lar movement manusia di kawasan, termasuk
di Laut Andaman dan Samudera Hindia.
Kami mencatat penurunan irregular move-
ment manusia di perairan ini pada paruh
kedua 2015, disebabkan tindakan tegas
negara-negara yang terkena dampak untuk
mengganggu jaringan penyelundupan, di-
antara faktor-faktor lainnya.

Sementara mengakui hak berdaulat dan
kepentingan yang sah negara-negara un-
tuk menjaga perbatasan dan menentukan
kebijakan migrasi mereka, sesuai dengan
hukum internasional yang relevan, kami
menggarisbawahi bahwa sifat transnasional
irreqular migration membutuhkan pendeka-
tan regional yang komprehensif, berdasar-
kan prinsip-prinsip pembagian beban dan
tanggung jawab kolektif.

Kami menegaskan kembali komitmen
masing-masing terhadap kewajiban hu-
kum internasional dan mendorong anggota
untuk mengidentifikasi serta memberikan
keamanan dan perlindungan bagi para
migran, korban perdagangan manusia,
orang yang diselundupkan, pencari suaka
dan pengungsi, sambil menangani kebutu-
han kelompok rentan, termasuk perempuan

dan anak-anak, serta memasukkannya ke-
dalam aturan dan kondisi hukum nasional
yang berlaku.

Kami menggarisbawahi kebutuhan un-
tuk mengatasi akar penyebab irregular mo-
vement manusia, pemindahan paksa dan
hubungan antara pemecahan good gover-
nance dengan kemudahan penyelundupan
manusia dan usaha migran gelap. Tang-
gapan kolektif kita harus mempromosikan
good governance, penegakan hukum, peng-
hormatan terhadap hak asasi manusia dan
kebebasan yang mendasar, rasa aman dan
memiliki, pertumbuhan ekonomi yang in-
klusif, mata pencaharian, akses terhadap
pelayanan dasar, toleransi sosial dan saling
pengertian, langkah-langkah untuk men-
cegah dan mengurangi statelessness, serta
konsisten dengan instrumen-instrumen in-
ternasional yang relevan.

Kami mencatat dan menghargai ban-
tuan kemanusiaan dan pembangunan
yang ditawarkan oleh negara-negara mitra
melalui pengaturan bilateral, regional dan
multilateral terhadap komunitas yang beri-
siko, dan kami mendorong terus, kerjasama
pembangunan yang inklusif di kawasan ini.
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Kami menyadari kebutuhan untuk mening-
katkan jalur migrasi yang aman dan tertib,
termasuk bagi para pekerja migran, ini un-
tuk memberikan alternatif selain irregular
movement yang berbahaya.

Kami mengakui pentingnya pendekatan
yang komprehensif untuk mengelola ir-
regular migration melalui darat, udara dan
laut, termasuk strategi victim-centered dan
perlindungan-sensitif yang sesuai. Kami
menyadari kebutuhan untuk memberikan
perlindungan bagi mereka yang berhak
untuk itu, konsisten dengan instrumen hu-
kum internasional yang relevan, dan dalam
semua kasus, prinsip non-refoulement harus
dihormati dengan ketat.

Dengan latar belakang semakin mening-
katnya mixed migratory movements, kami
menyambut upaya negara-negara anggota
untuk meningkatkan identifikasi mereka
terhadap kebutuhan perlindungan, ter-
masuk melalui proses screening yang efek-
tif dan efisien, serta memberikan perhatian
khusus pada kebutuhan kelompok rentan.
Kami mendorong negara-negara untuk be-
kerja mengidentifikasikan pilihan debarka-
si yang lebih predictable. Kami menyambut
upaya anggota untuk memperkuat sharing
informasi guna menyediakan data yang
akurat tentang keberadaan migran dan ka-
pal yang terdampar di laut. Kami mendo-
rong peningkatan kapasitas lebih lanjut
terhadap instansi terkait dalam melakukan
operasi pencarian dan penyelamatan.

Kami mendorong negara-negara ang-
gota untuk mengeksplorasi potensi perlin-
dungan sementara dan pengaturan tinggal
lokal untuk para pencari suaka dan pe-
ngungsi, sesuai dengan hukum dan kebi-
jakan dalam negeri negara-negara anggota.
Kami mengakui kebutuhan akses yang me-
madai untuk para migran gelap di mana
pun mereka berada, oleh para penyedia
layanan kemanusiaan, terutama UNHCR
dan IOM. Kami mendorong negara-negara
anggota untuk mengeksplorasi alternatif
detensi terhadap kelompok rentan.

Kami mengakui pentingnya pencatatan
sipil dalam memberikan identitas dan per-
lindungan dasar bagi individu, serta mem-
bantu negara-negara dalam melacak arus
migrasi. Kami mengingatkan Konferensi
Tingkat Menteri 2014 tentang Pencatatan
Sipil dan Statistik Vital di Asia dan Pasifik
yang mencanangkan visi bersama itu pada
2024, semua orang di Asia dan Pasifik harus
memperoleh manfaat dari pencatatan sipil
yang responsif dan universal serta sistem
statistik vital. Oleh karena itu kami mendo-
rong anggota untuk terus bekerja menuju
target ini.

Kami sangat prihatin dengan kegiatan
kelompok kriminal transnasional terorga-

nisir yang mencari keuntungan dari pe-
nyelundupan dan perdagangan manusia
dan terus menempatkan kehidupan pada
sisi yang berisiko. Kami menyadari bahwa
meskipun penyelundupan manusia dan
perdagangan manusia adalah jenis kejaha-
tan yang berbeda, namun keduanya sering
tumpang tindih. Kami mendorong anggota
untuk secara efektif mengkriminalkan para
pelaku penyelundupan dan perdagangan
manusia, sesuai dengan hukum internasio-
nal dan instrumen regional yang relevan.

Kami mengakui perlunya mekanisme
yang kuat dalam mempromosikan kerja
sama internasional, termasuk kerja sama
penegakan hukum, bantuan hukum tim-
bal balik dan ekstradisi, jika dapat di apli-
kasikan, untuk memfasilitasi penyelidikan
dan penuntutan pelaku tepat waktu. Kami
menyadari bahwa perdagangan manusia
merupakan pelanggaran berat hak asasi
manusia dan bahwa korban trafficking harus
diberikan bantuan dan perlindungan. Kami
mendorong peningkatan kapasitas penegak
hukum lebih lanjut untuk memerangi para
pelaku penyelundupan dan perdagangan
manusia, dan mentargetkan insentif ke-
uangan dari kejahatan transnasional ter-
kait.

Kami menyadari kebutuhan terhadap
solusi jangka panjang yang komprehensif
untuk arus mixed migration, yang menurut
definisi dapat mencakup pengungsi dan
migran gelap, serta peran kolektif negara-
negara di kawasan dalam mencari solusi.
Kami menyambut penyediaan tempat pe-
mukiman yang memungkinkan para pe-
ngungsi untuk memulai kehidupan baru
yang aman, tunduk pada hukum dan kebi-
jakan dalam negeri negara-negara anggota.
Kami juga menyambut solusi lokal yang
sesuai.

Kami menyadari bahwa pemulangan
yang tepat waktu, aman dan bermartabat
terhadap mereka yang ditemukan tanpa
hak perlindungan internasional merupa-
kan elemen penting dari orderly migration.
Kami mengakui bahwa sementara ini pe-
mulangan sukarela lebih disukai, pende-
katan yang komprehensif dan seimbang
dalam manajemen migrasi bisa mencakup
pemulangan paksa terhadap mereka yang
ditemukan tanpa hak perlindungan inter-
nasional, sesuai dengan hak asasi manusia
dan hukum kemanusiaan.

Kami mendorong anggota untuk me-
mastikan bahwa semua pemulangan dilaku-
kan sepenuhnya atas dasar penghormatan
terhadap hak asasi manusia, dan mengakui
tanggung jawab negara untuk menerima
kembalinya warga negara mereka. Kita ha-
rus meningkatkan kerja sama pemulangan
dan reintegrasi strategis yang berkelanju-

tan, termasuk mendukung inisiatif negara-
negara ‘sumber’ untuk meningkatkan kapa-
sitas penyerapan mereka, terutama melalui
investasi berbasis ma-syarakat di wilayah-
wilayah pemulangan, dan dengan berbagi
informasi dan praktek-praktek terbaik.

Kami menyadari bahwa arus besar ma-
nusia di Asia-Pasifik memberikan tantangan
dan peluang bagi pemerintah di kawasan.
Oleh karena itu kami menyambut upaya
dan inisiatif negara-negara anggota untuk
memperluas jalur migrasi yang aman, legal,
dan terjangkau serta mengurangi eksploitasi
migran, termasuk dengan mengatur dan
melegalkan arus migrasi tenaga kerja, me-
mastikan proses rekrutmen yang transparan
dan adil serta melakukan eksplorasi berba-
gai skema migrasi sementara yang layak.

Kami menyadari kebutuhan untuk terli-
bat secara konstruktif dengan sektor swasta
untuk memperluas peluang migrasi tenaga
kerja secara legal dan sah untuk memerangi
perdagangan manusia dan eksploitasi ter-
kait, termasuk promosi dan penerapan
kemanusiaan, pelatihan tenaga kerja non-
abusive di seluruh mata rantai pasokan me-
reka.

Kami bermaksud untuk meningkatkan
kampanye informasi publik untuk me-
ningkatkan kesadaran tentang risiko irre-
gular migration, jalur migrasi reguler yang
tersedia, dan determinasi serius pihak pe-
negak hukum untuk membawa pelaku pe-
nyelundupan dan perdagangan manusia ke
pengadilan.

Kami tegaskan kembali nilai Bali Process
sebagai forum sukarela, inklusif, dialog ke-
bijakan yang bersifat non-binding, sharing
informasi dan capacity building, dan kami
berkomitmen untuk memiliki mekanisme
Bali Process guna memfasilitasi konsultasi
yang tepat waktu dan proaktif dalam me-
nanggapi situasi darurat.

Kami menggarisbawahi kebutuhan
untuk menterjemahkan komitmen politik
menjadi tindakan nyata. Kami mengakui
upaya nyata pemerintah dan juga meny-
ambut kerja Regional Support Office (RSO).
Kami mengakui peran organisasi-organisa-
si internasional, sektor swasta dan masyara-
kat sipil dalam membantu mengatasi tanta-
ngan yang disebabkan oleh perdagangan
manusia dan irreqular migration, serta
mendorong anggota untuk terlibat dengan
mereka. Kami juga menyadari perlunya pe-
ningkatan kerjasama dan koordinasi antara
anggota, dan inisiatif regional dan global
lainnya yang sedang berlangsung.[]

(Disunting dari Bali Declaration on
People Smuggling, Trafficking in Persons
and Related Transnational Crime, Bali, 23
Maret 2016)



14 SOROT

No. 96 TAHUN IX

TABLOID .

15 APRIL - 14 MEI 2016 BI[slls]pp it

Wakil Menteri Luar NegeriRlI:

KOMITMEN INDONESIA BAGI MELANESIAN
SPEARHEAD GROUP (MSG) NYATA DAN KONKRIT

Indonesia berkomitmen memperkuat hubungan bilateral dengan
negara-negara di kawasan Pasifik Selatan, termasuk Papua Nugini dan
Republik Fiji. Sehubungan dengan itu delegasi RI telah mengunjungi
kedua negara tersebut pada akhir Maret lalu.

enko Polhukam Luhut Binsar
Pandjaitan mengatakan bahwa
kunjungan delegasi RI ke Fiji di-

maksudkan untuk menyerahkan bantuan
senilai USD 5 juta untuk membantu para
korban Topan Winston yang menghantam
wilayah negara Fiji pada Februari lalu.

Selain memberikan bantuan dana,
Indonesia juga mengirimkan satu kompi
pasukan zeni TNI-AD guna membantu
proses rekonstruksi pasca bencana Topan
Winston.

Pentingnya posisi negara-negara di
kawasan Pasifik Selatan dalam kebijakan
luar negeri Indonesia ditegaskan oleh
Wakil Menteri Luar Negeri, A.M.Fachir.
Bagi Indonesia yang memiliki 11 juta orang

keturunan Melanesia yang tersebar di Pro-
vinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku
Utara, dan Nusa Tenggara Timur, kawasan
Pasifik merupakan “salah satu prioritas uta-
ma Indonesia”, katanya.

Lebih lanjut Wakil Menlu A.M. Fachir
mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan
Presiden Joko Widodo ke Port Moresby,
Papua Nugini, pada 11-12 Mei 2015 atas
undangan Perdana Menteri Peter O’Neill
merupakan refleksi nyata dari prioritas ter-
sebut.

Kunjungan delegasi Indonesia ke Papua
Nugini dan Republik Fiji pada 30 Maret - 3
April 2016 semakin meneguhkan keseriusan
Indonesia dalam memperkuat hubungan
bilateral dengan negara-negara di kawasan

Pasifik Selatan.

Kunjungan yang dipimpin oleh Menko
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Luhut Binsar Pandjaitan ke kedua negara
anggota Melanesian Spearhead Group (MSG)
itu pun bukanlah yang pertama dilaku-
kan anggota kabinet dalam pemerintahan
Presiden Joko Widodo. Menteri Luar Ne-
geri Retno L.P. Marsudi telah melakukan
kunjungan pertamanya ke Papua Nugini,
Kepulauan Solomon, dan Fiji.

Menurut Wakil Menlu A.M Fachir, ko-
mitmen Indonesia bagi MSG adalah nyata
dan konkrit, bahkan Indonesia berkomit-
men membantu negara-negara anggota
MSG agar dapat terlibat lebih dalam deng-
an komunitas internasional yang lebih luas
melalui Forum Kerja Sama Ekonomi Asia
Pasifik (APEC) maupun Konferensi Asia
Afrika (KAA).

“Terbukanya konektivitas antara ma-
syarakat Melanesia di negara-negara ang-
gota MSG dan 11 juta WNI keturunan Me-
lanesia yang tersebar di lima provinsi akan
membuka jalan bagi semakin terbukanya
akses ke pasar Indonesia yang besar,” jelas
Wakil Menlu A .M. Fachir

Indonesia bahkan juga bisa berperan
sebagai pintu gerbang bagi produk negara-
negara di kawasan Pasifik Selatan untuk
masuk ke pasar negara-negara ASEAN.

Peluang kerja sama Indonesia dan nega-
ra-negara anggota MSG tidak hanya terba-
tas pada bidang ekonomi dan perdagangan.
”Sebagai sesama negara kepulauan, kerja
sama di bidang mitigasi bencana akibat
dampak perubahan iklim dan peningkatan
kesejahteraan rakyat sangat terbuka”, kata
Wakil Menlu A .M. Fachir.

Namun di atas semua peluang mem-
perkuat hubungan dan kerja sama bilate-
ral dan multilateral itu, Wakil Menlu A.M.
Fachir mengingatkan mengenai Kesepaka-
tan Pembentukan MSG tahun 2007 di mana
para anggota MSG sepenuhnya menghor-
mati prinsip-prinsip hukum internasional
yang mengatur hubungan antar bangsa.

Di antara prinsip-prinsip yang mutlak
dihormati para anggota MSG itu adalah
prinsip kedaulatan, kesetaraan kemerde-
kaan bagi seluruh bangsa, dan tidak ikut
campur dalam urusan dalam negeri negara-
negara, katanya.[]
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INDONESIA GULIRKAN GAGASAN
IORA CONCORD

INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION

“IORA Concord harus memiliki
kemampuan yang dapat
memanfaatkan sebesar-besarnya
kapasitas negara-negara lingkar
Samudera Hindia”, demikian
disampaikan Wakil Menteri
Luar Negeri RI, Duta Besar A.M.
Fachir saat membuka pertemuan
pertama Komite Ad Hoc Indian
Ocean Rim Association (IORA)
untuk membahas IORA Concord
yang diselenggarakan di Bali
pada 16-17 Maret 2016.

ebih lanjut, Dubes Fachir menegas-
I kan bahwa lingkup kerja sama IORA
yang tertuang dalam Concord dimak-
sud harus ditekankan pada pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan di kawasan, nilai-
nilai demokrasi, termasuk isu-isu priori-
tas IORA yaitu keamanan dan pertahanan
maritim, manajemen perikanan, fasilitasi
perdagangan dan investasi, kerjasama aka-
demik dan IPTEK, promosi pariwisata dan
sosial budaya.
Hal penting lainnya yaitu IORA Con-

cord harus dapat mengatasi isu-isu non-
tradisional di kawasan seperti IUU fishing,
perdagangan manusia, peredaran narkoba
dan obat terlarang, imigran gelap dan pem-
bajakan.

Pertemuan yang dihadiri oleh 21 ne-
gara anggota IORA tersebut, secara khusus
membahas dokumen untuk menguatkan
regionalisme dan kerja sama konkrit di ka-
wasan Samudera Hindia, khususnya di bi-
dang ekonomi.

Dalam laporannya kepada seluruh de-
legasi di awal pembukaan pertemuan,
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Asia Pasifik
dan Afrika, Duta Besar Hassan Kleib me-
nyampaikan bahwa pertemuan ini penting
dalam rangka memperkuat arsitektur ka-
wasan Samudera Hindia yang damai, stabil
dan sejahtera. Concord rencananya akan di-
adopsi oleh para kepala negara/pemerinta-
han negara anggota IORA pada Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) IORA (one-off) per-
tama di Indonesia, Maret 2017.

Pertemuan membahas IORA Concord di-
pimpin oleh Eminent Person/Utusan Khusus
Presiden RI Duta Besar Eddy Pratomo, dan
Sekretaris Jenderal IORA, Duta Besar K.V.
Bhagirat (asal India). Dalam pertemuan
tersebut, pimpinan sidang menugaskan
Ketua Delegasi Indonesia yang dipimpin

oleh Duta Besar Desra Percaya, serta ketua
delegasi negara Troika yaitu Australia dan
Afrika Selatan untuk menyusun konsep
outline dari IORA Concord yang dibahas dan
akhirnya disepakati dalam pertemuan di
hari terakhir. Hal yang terpenting bahwa
Concord akan memuat rencana aksi yang
implementatif dan bermanfaat bagi pertum-
buhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
seluruh negara anggota.

Saatini IORA beranggotakan 21 negara,
yaitu: Australia; Indonesia, Malaysia, Sing-
apura, Thailand (4 negara Asia Tenggara);
Bangladesh, India, Iran, Sri Lanka (4 ne-
gara Asia Selatan); Oman, Persatuan Emirat
Arab, Yaman (3 negara Timur Tengah); dan
Afrika Selatan, Kenya, Komoros, Madagaskar,
Mauritius, Mozambik, Seychelles, Somalia,
Tanzania (9 negara Afrika).

Gagasan mengenai perlunya IORA
Concord digulirkan oleh Indonesia dan di-
sepakati oleh negara anggota IORA pada
Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-15 di
Padang, 23 Oktober 2015. Komite Ad Hoc
IORA direncanakan akan bertemu selama
empat kali hingga penyelenggaraan KTT
IORA pada awal tahun 2017 mendatang,[]

Saat ini IORA
beranggotakan 21 negara,
yaitu: Australia; Indonesia,

Malaysia, Singapura,
Thailand (4 negara Asia
Tenggara); Bangladesh,

India, Iran, Sri Lanka
(4 negara Asia Selatan);
Oman, Persatuan Emirat
Arab, Yaman (3 negara

Timur Tengah); dan Afrika
Selatan, Kenya, Komoros,
Madagaskar, Mauritius,
Mozambik, Seychelles,
Somalia, Tanzania (9 negara
Afrika).
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DPR KECAM KUNJUNGAN WARTAWAN

SENIOR INDONESIA KE ISRAEL

resmi Kementerian Luar Negeri Israel,

pada tanggal 28 Maret 2016, Perdana
Menteri Israel Benjamin Netanyahu melaku-
kan pertemuan dengan delegasi wartawan-
wartawan senior Indonesia di Tel Aviv.
Rombongan wartawan senior Indonesia itu
datang ke Israel atas undangan dan inisiatif
Kemlu Israel.

Dalam kesempatan tersebut Perdana
Menteri Netanyahu menyatakan bahwa seka-
rang ini sudah saatnya antara Indonesia dan
Israel untuk membangun hubungan secara
resmi. Menurut PM Netanyahu, Indonesia dan
Israel memiliki banyak kesempatan untuk
bekerja sama di berbagai bidang khususnya
di bidang teknologi air. Seperti diketahui
sebelumnya, PM Netanyahu menyerukan
perlunya perubahan hubungan diplomatik
antara Israel dengan Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi
I DPR RI, Mahfudz Siddiq, menyatakan
mengecam keras kehadiran rombongan

Sebagaimana diberitakan dalam laman

ILO SAMBUT BAIK KESEDIAAN
JADI TUAN RUMAH APRM

rian Tenaga Kerja (Kemnaker), Abdul

Wahab Bangkona, dalam pertemuan
dengan Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder,
di Jenewa, Swiss pada 23 Maret 2016 me-
nyatakan kesiapan Indonesia sebagai tuan
rumah penyelenggaraan 16" International
Labour Organization (ILO) Asia and Pacific
Regional Meeting (APRM)”.

APRM ke-16 merupakan pertemuan ILO
untuk kawasan Asia Pasifik dan akan diha-
diri oleh delegasi pemerintah, pekerja, dan
pengusaha dari sekitar 36 negara di Asia-
Pasifik dan 12 negara-negara Arab, serta
sejumlah wakil organisasi regional dan in-
ternasional. APRM akan diselenggarakan
di Bali, pada tanggal 6-9 Desember 2016.

Pertemuan APRM memiliki arti penting
dan strategis bagi kawasan, dimana sebagai
kawasan yang menjadi mesin pertumbuhan
ekonomi dunia, Asia-Pasifik memiliki jum-
lah tenaga kerja yang besar. Hal ini meru-
pakan potensi sekaligus tantangan bagi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemente-

wartawan-wartawan senior Indonesia terse-
but menemui PM Israel. Menurutnya, kun-
jungan tersebut jelas sangat kontradiktif di
tengah sikap Indonesia yang sejak awal me-
nentang penjajahan Israel di Palestina dan
mendukung kemerdekaan Palestina.

Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa
keinginan Israel untuk menjalin hubungan
diplomatik baru dengan Indonesia jelas ha-
rus ditolak karena konstitusi RI secara tegas
menolak segala bentuk penjajahan.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR
RI, Tantowi Yahya, menilai upaya Israel
akan sia-sia jika terus berupaya membuka
ruang hubungan kerjasama diplomatik
dengan Indonesia. Sebab, Indonesia harus
berpikir untuk membuka pintu bagi negara
penjajah.

Menurut Tantowi Yahya, Israel memang
sudah sejak lama menjalin komunikasi
dengan Indonesia. Namun pemerintah RI
tetap menolak. “Keinginan itu hanya akan
sebatas angan-angan karena kita tidak akan

negara-negara di kawasan. Untuk itu, per-
temuan APRM mendatang akan mengkaji
berbagai peluang kerja sama di kawasan
dalam mewujudkan terciptanya kerja layak
di negara-negara Asia-Pasifik.

“ILO menyambut baik kesediaan Pe-
merintah Indonesia untuk menjadi tuan
rumah APRM ke-16. Ini menunjukkan
kuatnya komitmen dan kepemimpinan
Indonesia dalam mendukung tercapainya
pembangunan berkelanjutan, khususnya
terciptanya kerja layak, baik di tingkat na-
sional, regional, maupun global”, jelas Guy
Ryder.

Sementara itu, Sekjen Abdul Wahab
Bangkona mengapresiasi kerja sama Pe-
merintah RI dan ILO yang selama ini telah
terjalin dengan baik, khususnya berbagai
proyek peningkatan kapasitas dalam men-
dukung penciptaan kerja layak di Indonesia.

“Mengingat isu ketenagakerjaan di
Indonesia semakin kompleks, ILO kiranya
dapat terus mendukung program pening-

membukakan hubungan diplomatik selama
mereka masih mengokupasi wilayah Pales-
tina”, kata Tantowi Yahya.

Namun demikian, menurut Tantowi, se-
jauh ini sudah ada hubungan yang terjalin
antara Israel dengan Indonesia, yaitu hu-
bungan ekonomi melalui para pengusaha.

Mahfudz Siddiq menduga PM Netanyahu
merasa risau dengan sikap Presiden Joko
Widodo dan pemerintah Indonesia, dimana
pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar
Biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI)
ke-5 di Jakarta, Indonesia mempertegas si-
kap menentang penjajahan Israel dan men-
dukung kemerdekaan Palestina. Presiden
Joko Widodo juga menyerukan negara-ne-
gara OKI untuk memboikot produk-produk
Israel. Karena itulah PM Netanyahu beru-
saha mencari jalur lobi yang diperkirakan
akan efektif melalui wartawan-wartawan
senior Indonesia.[]

INDONESIA
KE-16

katan kapasitas bagi Indonesia, khusus-
nya melalui kegiatan pelatihan-pelatihan
di International Training Centre (ITC) ILO
di Turin, Italia” jelas Sekjen Abdul Wahab
Bangkona.

Sejalan dengan komitmen Presiden
RI untuk membangun daerah tertinggal,
Indonesia mengharapkan penguatan kerja
sama RI-ILO melalui pelatihan di bidang la-
bour inspector dan industrial relations. Dalam
hal ini, Dirjen ILO menyatakan siap mem-
berikan dukungan penguatan kapasitas
bagi Indonesia.

Indonesia akan terus meningkatkan
upaya mewujudkan kerja layak melalui ke-
rangka kebijakan yang berkelanjutan, un-
tuk itulah, ILO dan RI sepakat untuk mem-
perkuat kerja sama di masa mendatang,
termasuk tindak-lanjut seminar “Indonesia’s
Agenda for SDGs towards Decent Work for All”
yang diselenggarakan di Jakarta, pada 17-
18 Februari 2016.[]
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ASEAN TIONGKOK SEPAKATI KERJA SAMA
TRANSPORTASI LAUT

residen RI Joko Widodo pada 14 Ma-
Pret 2016 telah menandatangani Pera-

turan Presiden No 23/2016 tentang
pengesahan perjanjian transportasi laut
antara Pemerintah negara anggota ASEAN
dan Pemerintah Tiongkok. Perpres tersebut
kemudian diundangkan oleh Menteri Hu-
kum dan Hak Asasi Manusia pada 16 Maret
2016.

Penandatanganan itu dilakukan setelah
mempertimbangkan bahwa pada 2 November
2007, Pemerintah RI telah menandatangani
Agreement of Maritime Transport between the
Goverments of the Member Countries of ASE-
AN and the Goverment of the People’s Republic
of China (Persetujuan Transportasi Laut an-

tara negara anggota ASEAN dan Pemerin-
tah Tiongkok) di Singapura.

Dalam perjanjian yang kemudian dija-
dikan sebagai lampiran Perpres No 23/2016
itu disebutkan, bahwa pemimpin negara
anggota ASEAN dan Tiongkok meyakini
kerja sama di bidang transportasi laut akan
memberikan manfaat bagi pengembangan
hubungan perdagangan dan ekonomi an-
tara negara-negara ASEAN dan Tiongkok.

Karena itu, negara anggota ASEAN dan
Tiongkok berkeinginan untuk saling beker-
ja sama dan berkomunikasi lebih lanjut, dan
membangun sistem kerangka kerja trans-
portasi laut regional yang bertujuan untuk
meningkatkan fasilitasi transportasi laut.

Persetujuan ini berlaku untuk transpor-
tasi laut internasional barang dan penum-
pang antara pelabuhan negara anggota
ASEAN dan Tiongkok. Persetujuan ini tidak
berlaku untuk transportasi laut domestik
antarpelabuhan di dalam wilayah perairan
negara anggota ASEAN atau antarpelabu-
han di Tiongkok.

Persetujuan tersebut juga tidak mem-
pengaruhi penerapan persetujuan bilateral
yang ditandatangani antara negara-negara
anggota ASEAN dan Tiongkok untuk hal-
hal yang berada di luar lingkup Persetujuan
ini.

Persetujuan juga tidak mempengaruhi
hak dari kapal-kapal pihak ketiga untuk
ikut serta dalam transportasi barang dan
penumpang antarpelabuhan para pihak
atau antarpelabuhan dari salah satu pihak
dan pihak ketiga.

Menurut lampiran Perpres tersebut, ma-
sing-masing pihak wajib menjamin kapal,
awak kapal, penumpang, dan barang di
atas kapal dari pihak lain dengan perlakuan
yang sama dengan yang diberikan pada ka-
pal negara ketiga. Baik dalam hal akses ke
pelabuhan yang terbuka untuk lalu lintas
laut internasional, di pelabuhan dan ber-
layar dari pelabuhan tersebut, penggunaan
fasilitas pelabuhan untuk angkutan barang
dan penumpang serta akses ke layanan dan
fasilitas lain yang tersedia di pelabuhan dan
pungutan bea dan biaya jasa kepelabuha-
nan. (Sumber: Sekretariat Kabinet)

TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN, KEMLU
SEDIAKAN FASILITAS PELAYANAN TERPADU

publik, Kementerian Luar Negeri telah menyediakan fasili-
tas pelayanan terpadu untuk layanan kekonsuleran, Fasilitas
Diplomatik, serta Informasi dan Media.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, meresmikan Ruang Pe-
layanan Terpadu yang bertempat di gedung Direktorat Jenderal
Protokol dan Konsuler ini pada 24 Maret 2016.

Fasilitas tersebut merupakan pelayanan satu atap pelayanan
paspor diplomatik dan dinas, legalisasi dokumen, perizinan pener-
bangan dan perkapalan, perizinan tinggal orang asing (diplomatik
dan dinas), jasa konsuler, fasilitas diplomatik, keprotokolan, dan
akreditasi/registrasi media.

Menlu Retno Marsudi menekankan, pelayanan di fasilitas satu
atap ini haruslah aman, tertib nyaman, memuaskan, serta yang
lebih penting lagi sesuai aturan yang berlaku. Sebagai komitmen

Sebagai komitmen dalam peningkatan kualitas pelayanan

Kemlu dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Menlu
menyatakan bahwa prinsip sistem Pelayanan Terpadu ini adalah
memberi kemudahan kepada customer, pelayanan yang lebih ter-
ukur, tepat waktu, dan akuntabel.

Upaya peningkatan layanan, saat ini telah diterapkan sistem on-
line Perizinan Penerbangan, Perizinan Perkapalan, serta Perizinan
Tinggal Diplomatik dan Dinas. Dalam waktu dekat segera diterap-
kan Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian - SIMKIM un-
tuk Paspor Diplomatik dan Dinas.

Menlu Retno Marsudi menjadi customer pertama yang mengam-
bil prosedur data Biometric sebagai Kick Off penerapan (SIMKIM) di
Direktorat Konsuler yang terintegrasi.

Sistem pelayanan paspor Diplomatik dan Dinas, Exit Permit,
dan perizinan penerbangan ini telah mendapat sertifikasi interna-
sional ISO 9001:2008 pada tahun 2015.]
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INDONESIA AKAN JADI TUAN RUMAH
FEALAC YOUTH FORUM

emerintah Republik Indonesia c.q
PKementerian Luar Negeri, Kemente-
rian Pemuda dan Olahraga, dan Pe-
merintah Kota Bandung, bersedia menjadi
penyelenggara Indonesia-FEALAC  Youth
Conference (IFYC) ke-2 pada tahun 2017.
Dalam penyelenggaraan IFYC ke-2 terse-
but, diharapkan sudah terbentuk FEALAC
Youth Council dimana Kota Bandung akan
menjadi tempat FEALAC Youth Secretariat.
Kesiapan Pemerintah Indonesia terse-
but dihasilkan dalam pertemuan antara
Kementerian Luar Negeri, Kementerian
Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Kota
Bandung, para pemuda yang tergabung da-
lam Anakmuda.net, wakil peserta dan obser-
ver pada IFYC ke-1 yang membahas apakah
IFYC ke-2 akan diserahkan kepada Negara
anggota FEALAC lainnya atau oleh Indonesia
kembali.
Dalam pertemuan tersebut diputuskan
juga bahwa untuk sementara ini, konekti-

vitas antara para pemuda Negara-negara
anggota FEALAC dilakukan dengan mem-
bentuk FEALAC Youth Forum. Sementara
untuk operasionalnya, ditentukan akan
membentuk FEALAC Youth Centre, yang
akan dioperasikan di Kota Bandung.

Keputusan kesediaan Pemerintah
Indonesia untuk menjadi tuan rumah
IFYC ke-2, pembentukan FEALAC Youth
Forum, FEALAC Youth Centre dan FEALAC
Youth Council akan disampaikan pada FEA-
LAC Cyber Secretariat Workshop pada bulan
Mei 2016, di Seoul, Republik Korea, yang
kemudian akan ditindaklanjuti dalam per-
temuan SOM FEALAC ke-17 di Guatemala
tahun 2016 dan diharapkan dapat diterima
pada FMM FEALAC ke-8 di Seoul pada ta-
hun 2017.

IFYC ke-1 merupakan bentuk kerja sama
antara Kementerian Luar Negeri, Kemen-
terian Pemuda dan Olahraga RI dan para
pemuda Indonesia yang diselenggarakan

pada 18 — 22 September 2015 di Bandung,
dengan keberhasilan mendatangkan wa-
kil dari 30 negara FEALAC dari 36 negara
anggota FEALAC. Kesuksesan acara IFYC
2015 merupakan nilai tambah bagi peranan
Indonesia di FEALAC, mengharumkan
nama Bandung dan menciptakan konek-
tivitas antara pemuda di Negara-negara
FEALAC.

Acara diskusi ini dihadiri oleh satker-
satker terkait Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Pemuda dan Olahraga dan
Dinas Pemuda dan Olahraga Bandung,
selaku inisiator kegiatan tersebut dan juga
dihadiri oleh Anakmuda.com dan alumni
peserta Indonesia pada IFYC 2015. Tujuan
dari kegiatan ini adalah untuk menentukan
langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh
Indonesia, agar kontinuitas dari FEALAC
Youth Conference dapat menjadi iconic project
Indonesia.[]

PENANGANAN ISU MIGRAN IRREGULER

kan dukungan UNHCR

(United  Nations High
Commissioner for Refugees)
untuk bersama Pemerintah
Indonesia mempercepat
penanganan pengungsi dan
pencari suaka yang saat ini
berada di Indonesia. Hal
tersebut disampaikan oleh
Menteri Luar Negeri RI, Retno
Marsudi pada saat meneri-
ma kunjungan kehormatan
Assistant High Commissioner
for Protection of UNHCR,
Volker Turk di sela-sela Re-
gional Ministerial Conference
of the Bali Process on People
Smuggling, Trafficking in Per-
sons and Related Transnational
Crime ke-6 atau BRMC VI di
Bali, 22 Maret 2016.

“Sebagai negara transit,

Indonesia kembali harap-

Indonesia menghargai peran
dan dukungan UNHCR ter-
hadap penanganan pengungsi”
jelas Menlu RI dalam pernyata-
an pers bersama. Menlu Retno
juga menekankan pentingnya
pertemuan Bali Process untuk
mencari solusi komprehensif
bagi isu migran irreguler.
Kedua pejabat juga memba-
has rencana kerja sama untuk
mencari solusi penanganan
akar masalah migran irreguler
di kawasan, baik bagi negara
yang terkena dampak dan
masyarakat internasional ber-
dasarkan prinsip burden sharing
and shared responsibility
Berdasarkan data dari UN-
HCR, sampai Februari 2016 ter-
dapat total 13,829 yang terdiri
dari 7,560 pencari suaka dan
6,269 pengungsi yang berada di

Indonesia dan berasal dari 44
negara. Dari jumlah di atas, ter-
dapat sekitar 1.030 pengungsi
dan pencari suaka berasal dari
Myanmar, termasuk yang tiba
di Aceh pada bulan Mei 2015.

poptaltiga,con

Penampungan pencari suaka
dan pengungsi dilakukan
di 13 (tiga belas) rudenim/
rumah detensi imigrasi yang
tersebar di seluruh Indonesia.
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KONFLIK LAUT CHINA SELATAN HARUS DIKELOLA DENGAN
BAIK UNTUK MENGHINDARI DAMPAK BURUK EKONOMI ASEAN

H. M. Jusuf Kalla
Wakil Presiden RI

tuk berbicara dengan para hadirin se-

kalian yang terhormat. Terima kasih
saya ucapkan kepada penyelenggara Boao
Forum for Asia Annual Conference 2016, yang
telah mengundang saya untuk menjadi
bagian dari acara yang sangat tepat waktu
dan penting ini.

Ini adalah kedua kalinya saya berbicara
di konferensi ini. Sama seperti sebelumnya,
saya masih sebagai Wakil Presiden dari
negara kepulauan terbesar dan negara ter-
padat ke-4 di dunia. Hal ini tidak berubah.
Namun kita hidup di dunia yang kondisi-
nya saat ini tidak seperti pada tahun 2006.

Ekonomi global sedang memasuki fase
baru, yaitu menjadi lebih dinamis tapi pasti.
Selama beberapa tahun terakhir, komoditas
dan harga minyak menurun secara signifi-
kan sementara pertukaran mata uang ber-
gerak naik dan turun tidak menentu.

Meskipun telah memberikan berbagai
stimulus ekonomi, banyak negara meng-
alami pertumbuhan Produk Domenstik
Broto (PDB) yang rendah dan menghadapi
tekanan deflasi. Utang publik dan defisit
anggaran mencapai tingkat yang mengkha-
watirkan di banyak negara.

Asia, yang mewakili sekitar 60 persen
dari populasi global dan hampir 40 persen
perekonomian dunia, perlu beradaptasi
dengan situasi baru ini. Kemampuan kita
untuk merespon kondisi saat ini dan un-
tuk mengantisipasi tantangan masa depan
sangat penting untuk mengurangi perlam-
batan ekonomi global.

Meskipun konektivitas tetap tumbuh,
Asia masih merupakan benua yang sangat
beragam, mulai dari Timur Tengah, Asia
Tengah, Asia Selatan, Asia Timur dan Asia
Tenggara. Setiap kawasan memiliki sejarah,

Saya senang berada di sini pagi ini un-

karakteristik dan tantangan yang beragam.
Adanya kesenjangan yang besar di ranah
politik dan ekonomi.

Di sektor pembangunan ekonomi, Asia
Timur dan Asia Tenggara berada dalam
kondisi yang lebih baik. Dua kawasan yang
secara konsisten tumbuh lebih cepat dari
rekan-rekannya di bagian Asia lainnya.

Pencapaian ini merupakan bagian dari
kemampuan negara-negara di dua kawasan
untuk mempromosikan kerjasama ekonomi
dan menjaga stabilitas regional.

Meningkatkan perdagangan dan in-
vestasi adalah jawaban Asia terhadap per-
lambatan ekonomi global. Pandangan na-
sionalistik yang sempit untuk melindungi
perusahaan domestik, mungkin berhasil
dalam jangka pendek, tapi pasti akan gagal
dalam jangka panjang.

Komitmen untuk ASEAN Economic Com-
munity (AEC), Regional Comprehensive Econo-
mic Partnership (R-CEP), ASEAN-China Free
Trade Agreement (ACFTA) dan berbagai per-
janjian perdagangan regional harus diper-
kuat. Kesulitan ekonomi saat ini tidak harus
menggeser niat kita untuk membangun lan-
dasan yang kokoh bagi kemajuan ekonomi
yang berkelanjutan.

Negara-negara Asia juga harus mem-
promosikan untuk berbagi sumber daya,
termasuk sumber daya keuangan. Asian In-
frastructure Investment Bank (AIIB) dan Asian
Development Bank (ADB) akan memfasilitasi
kolaborasi tersebut. Secara paralel, kita per-
lu merangsang kerjasama bilateral di ting-
kat pemerintahan maupun dunia usaha.

Kami, di Indonesia, bekerja keras untuk
mempertahankan economic outlook yang po-
sitif. Kami akan memanfaatkan pasar da-
lam negeri kami yang besar, lebih dari 250
juta orang, sumber daya alam yang besar
dan sumber daya manusia kami yang ber-
kualitas tinggi, dengan menerapkan refor-
masi kebijakan yang komprehensif untuk
meningkatkan produktivitas ekonomi, efi-
siensi dan keramahan bisnis.

Sejarah mengatakan bahwa tidak ada
keberhasilan ekonomi tanpa stabilitas dan
bahwa tidak ada stabilitas tanpa perdamai-
an.

Dalam hal ini, kemampuan kita untuk
menjaga perdamaian di kawasan, termasuk
di Laut China Selatan sangat strategis. Laut
menghubungkan mesin ekonomi dunia
yang paling penting, termasuk ASEAN,
Jepang, China, dan Korea Selatan. Hal ini
memungkinkan aliran lebih dari satu se-

tengah perdagangan internasional dunia,
yang besarnya lebih dari USD 5 triliun se-
tiap tahunnya.

Sayangnya, Laut China Selatan telah
menjadi flashpoint utama regional karena
klaim teritorial yang tumpang tindih.

Indonesia bukan negara penggugat.
Namun kami menyadari risiko yang nyata
di mana sengketa teritorial bisa berubah
menjadi konflik terbuka yang akan meng-
guncang kawasan tersebut. Jika ini terjadi,
dampak ekonominya akan sangat merugi-
kan.

Indonesia sepenuhnya percaya bahwa
saling menghormati serta menahan diri
adalah kunci untuk upaya kita dalam men-
jaga perdamaian dan keamanan di Laut
China Selatan. Dalam hal ini, saya ingin
menekankan komitmen kita untuk resolusi
damai melalui proses politik dan diploma-
tik. Selain itu, saya menyerukan setiap ne-
gara untuk menghormati prinsip hukum
internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Kami memahami bahwa menyelesai-
kan sengketa teritorial tidak pernah mu-
dah. Oleh karena itu, akan lebih produktif
jika negara-negara penggugat melakukan
upaya bersama dalam mengatasi masalah
tersebut untuk kepentingan kawasan. Kita
harus mengubah potensi konflik menjadi
peluang untuk kerjasama konkrit.

Kita memiliki tantangan yang berat di
hadapan kita. Tetapi itu merupakan tan-
tangan yang bisa diatasi. Kita harus duduk
bersama dan membuat arah baru bagi per-
ekonomian regional kita.

Terdiri dari para pemimpin pemerinta-
han, pejabat senior, dan eksekutif dari pe-
rusahaan global terkemuka, Boao Forum for
Asia adalah platform yang ideal untuk ini-
siatif tersebut.

Kami harus mampu melihat jauh ke de-
pan perbedaan-perbedaan kita dan fokus
pada tujuan bersama untuk mempertahan-
kan peran Asia sebagai mesin pertumbuhan
global.

Dalam kaitan dengan isu Laut China
Selatan, Asia harus meletakkannya sebagai
prioritas utama. Jika kita bisa mengelolanya
dengan baik, mungkin akan menjadi awal
dari “Keajaiban Ekonomi Asia” yang lain-
nya. Jika tidak, itu bisa berubah menjadi
hambatan serius untuk mewujudkan kese-
jahteraan bersama di kawasan tersebut.[]

(Disunting dari pidato Wakil Presiden
RI di Konferensi Tahunan Boao Forum for
Asia 2016, Boao, China, 24 Maret 2016)
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PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KAITANNYA
DENGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

dang tahunan Komisi Status Perempu-

an (Commission on the Status of Women/
CSW) ke-60 yang berlangsung di Markas
Besar PBB New York, 14 - 24 Maret 2016
dengan tema “Pemberdayaan Perempuan
dan Kaitannya dengan Pembangunan Ber-
kelanjutan”.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Indonesia kembali berkiprah pada si-

Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise
telah berbagi pengalaman dan capaian
Indonesia terkait pemberdayaan perem-
puan di berbagai sektor yang telah diapre-
siasi masyarakat internasional.

Dalam pidatonya, Menteri Yohana me-
nyampaikan bahwa di bidang pengenta-
san kemiskinan, integrasi isu perempuan
dan perspektif gender dalam UU no 6/2014

PROMOSIKAN WARISAN BUDAYA
INDONESIA, KEMLU GELAR
CULTURAL GOFFEE MORNING

ementerian Luar Negeri RI meng-
nglar Cultural Coffee Morning di

Ruang Nusantara Kemlu, Jakarta,
Kamis (7/4). Kegiatan ini merupakan pro-
gram diplomasi publik guna memromo-
sikan warisan budaya baik tarian, musik,
busana, maupun kuliner tradisional khas
Indonesia kepada komunitas diplomatik
di Jakarta.

Acara tersebut dihadiri sekitar seratus
tamu undangan perempuan yang meru-
pakan duta besar atau kepala perwakilan
negara asing di Indonesia. Turut hadir
dalam acara para istri menteri Kabinet
Kerja, pimpinan organisasi internasional
di Indonesia, serta anggota Woman Inter-
national Club di Jakarta.

“Perempuan diplomat mempunyai
kekhasan tersendiri dalam meningkatkan
hubungan persahabatan antara Indonesia
dan negara Anda sekalian, karena itu Ke-
menterian Luar Negeri Indonesia bangga
memiliki Anda semua di sini,” ujar Menlu
RI Retno Marsudi dalam sambutannya.

Acara Cultral Coffee Morning dilaksana-
kan pada bulan April karena berdekatan

dengan perayaan hari Kartini. “Silaturah-
mi kebudayaan atau Cultural Coffee Mor-
ning sengaja dilakukan untuk memperingati
Hari Kartini tanggal 21,” tambahnya.

Para tamu undangan disuguhi penam-
pilan apik dari Sanggar Duta Cinta yang
diasuh oleh senimar senior wanita Titiek
Puspa yang juga tampil membawakan la-
gu-lagu ciptaannya. Berkolaborasi mereka
membawakan beberapa lagu antara lain
Edelweiss, Aku Bangga Jadi Anak Indonesia,
dan Cintailah Cinta. Selain itu, ada pula
tarian khas Betawi, Kembang Kipas yang
dibawakan oleh Gema Citra Nusantara.

Acara juga dimeriahkan oleh pertunju-
kan angklung oleh Saung Angklung Udjo.
Semua undangan berkesempatan menco-
ba memainkan angklung dengan aba-aba
dari konduktor. Angklung telah ditetap-
kan sebagai Warisan Budaya Dunia asal
Indonesia oleh UNESCO pada 2010, ber-
sama dengan Batik pada 2009 serta Keris
pada 2005.

Tidak kalah menarik perhatian adalah
peragaan busana dari salah satu produsen
batik ternama di Indonesia, Danar Hadi.
Batik-batik yang indah baik yang telah
dibentuk sebagai busana maupun kain
tradisional tersebut dikenakan oleh diplo-
mat-diplomat Indonesia.

Pada akhir acara, para tamu undangan
menikmati sajian kuliner Indonesia di an-
taranya makanan khas Jawa, Sulawesi dan
Nusa Tenggara serta minuman jamu tra-
disional.[] (Infomed/AVS/RSA)

tentang Desa bertujuan agar laki-laki dan
perempuan memiliki akses setara dan
memperoleh manfaat dari pembangunan
pedesaan.

Di bidang pendidikan, wajib belajar 12 ta-
hun selain mendorong akses anak perempuan
dalam pendidikan, juga dapat berkontribusi
bagi penurunan angka pernikahan dini. Men-
teri Yohana menegaskan bahwa kerjasama
dengan organisasi masyarakat dan institusi
HAM nasional penting bagi terlaksananya
kebijakan pemerintah dalam mengatasi ke-
kerasan terhadap perempuan dan memberi-
kan perlindungan terhadap korban.

Indonesia juga menyerukan kepada ma-
syarakat internasional untuk segera mere-
alisasikan solidaritas perempuan ke dalam
aksi nyata, termasuk bagi perempuan yang
berada dalam situasi kemanusiaan dan
konflik seperti Perempuan Palestina. Dite-
gaskan pula mengenai perlunya kerja sama
dan kemitraan masyarakat internasional,
baik pemerintah maupun aktor lainnya se-
perti LSM, akademisi, dan sektor swasta.

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York,
Duta Besar Dian Triansyah Djani mengata-
kan bahwa penyampaian dukungan kepa-
da perempuan Palestina adalah salah satu
wujud konsistensi Indonesia untuk terus
memperjuangkan kemerdekaan Palestina,
sejalan dengan hasil penyelenggaraan KTT
OKI di Jakarta, Maret 2016 lalu, dan kun-
jungan Menlu Retno Marsudi ke Yordania
pekan lalu untuk mengangkat Konsul Ke-
hormatan RI di Ramallah.

CSW merupakan forum utama antar
pemerintah di PBB bagi upaya pencapaian
kesetaraan gender dan pemberdayaan pe-
rempuan. Pada sidang tahunan CSW ke-
60 ini delegasi Indonesia terdiri dari Wakil
Ketua DPD, GKR Hemas, anggota DPD,
perwakilan daerah, Komnas Perempuan,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan
masyarakat madani.

Dalam kesempatan ini, selain melaku-
kan pertemuan bilateral dengan berbagai
negara, seperti Afghanistan, Zimbabwe dan
Inggris, guna membahas tindak lanjut dan
potensi kerjasama bilateral di bidang pem-
berdayaan perempuan, Indonesia juga me-
nyelenggarakan dua panel diskusi, masing-
masing bertemakan “Pelibatan Masyarakat
Dalam Mengakhiri Kekerasan Terhadap
Perempuan” dan “Peran Perempuan Dalam
Usaha Kecil dan Menengah”.[]
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TINGKATKAN AKSES PASAR DAN PENGENALAN
DIVERSIFIKASI PRODUK EKSPOR INDONESIA KE MESIR

alam keikutsertaan Indonesia pada
DPameran Dagang terbesar di Me-
sir, The 49th Cairo International Fair
(CIF) tanggal 16 -25 Maret 2016 di Cairo
membukukan total transaksi USD 7,95 juta.

Dari jumlah itu, transaksi produk terba-
gi dalam tiga kategori penjualan yaitu pen-
jualan retail sebesar USD 9170, Penjualan
Deal at the moment sebesar USD 929,200 dan
Penjualan re-order sebesar USD 5,820,603
dan potensi order perhiasan permata dan
perak di Alexandria sebesar USD 1,2 juta.
“Transaksi produk meningkat sebesar USD
7,958 973 atau naik 29,23 persen dibanding-
kan hasil transaksi produk tahun lalu sebe-
sar USD 6,158,625,” kata Atase Perdagangan
KBRI Kairo Burman Rahman,.

Burman menyatakan, keikutsertaan
Indonesia pada CIF ke-49 tahun 2016 ini
lebih difokuskan pada produk ekspor ma-
kanan dan minuman (food & beverages pro-
ducts) yang saat ini sangat dibutuhkan pa-
sar Mesir, 83 persen dari total transaksi.

Disamping produk makanan, produk-
produk ekspor utama dan potensial yang
memiliki peluang pemasaran di Mesir juga
ditampilkan, seperti knock down furniture,
obat-obatan aromaterapi, diapers, baby wet
wipes, silver jewelry, lampu LED, oil essence,
peralatan kebersihan, produk kimia mate-
rial kertas, handicraft, tenun dan batik serta
garmen, instant noodles, glassware dan home
appliances.

Lebih lanjut Burman menyampaikan
bahwa 19 (Sembilan belas) perusahaan dari
Indonesia, dan 7 (tujuh) dari agen perwa-
kilan perusahaan Indonesia yang ada di
Mesir telah memperkaya Paviliun Indonesia
pada even Pameran Dagang terbesar di Me-
sir itu.

KBRI Kairo akan terus mencari para buyer
potensial. “Kami tetap mengupayakan un-
tuk memperkenalkan buyer buyer potensial
bagi eksibitor yang belum mendapatkan
transaksi dagang, dan yang saat ini sudah
transaksi kami bantu informasi mengenai
regulasi dan dokumen yang perlu disiap-
kan,” kata Burman pada penutupan CIF
tanggal 1 April 2016 lalu.

Perusahaan Indonesia yang berpartisi-
pasi dalam Pameran Dagang CIF 2016 ini
berjumlah 26 (dua puluh enam ) perusahaan,
dengan rincian 19 (Sembilan belas) perusa-
haan dari Indonesia, dan 7 (tujuh) dari agen
perwakilan perusahaan Indonesia yang ada

di Mesir.

Perusahaan dari Indonesia yaitu : PT.
Tiga Pilar Sejahtera Food (Dried noodle,
instant noodle, dried wvermicelli, snack food,
candy & biscuit); PT. Sinar Sosro, (Tea Be-
verage); PT. Presindo Central (Melamine &
Plastic House ware), PT. Surabaya Indah Per-
mai (Oil Aromatherapy), PT. AK Goldenesia
(Palm Oil Product), PT. Rejeki Putra Putri
Eliman, (Diapers for baby & adult), PT. Asia
Pasific Fortuna Sari (Baby wet wipes, cosme-
tic wet wipes, glove wipe); PT. Tunas Baru

(Plywood, others wood product, canned fish);
UD. Bintang Terang (Carpet for car & home,
shoes, shoe soles), PT. Sinar Syarif Mahkota
Sejahtera (Handicraft, bags, Jewelry), Binaan Di-
nas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan
Timur yaitu; CV Aemtobe (produk garment
for men) dan Sambordir (textile).

Adapun agen perwakilan perusahaan
Indonesia yang ada di Mesir dan berpar-
tisipasi dalam Paviliun Indonesia adalah:
Salim Wazaran Abu Alata Co. Ltd (Instant
noodle); Pyramid Glass Co. S.A.E (glassware);

Lampung (Palm olein, margarine & shorte-
ning & desiccated coconut), PT. Cahaya Sakti
Furintraco, (Knock down panel furniture), CV.
Anne Bunga Persada Indonesia (Silver jewel-
ry handmade), PT. Sinar Angkasa Rungkut,
(LED Lamps/SMD Type and filament type),
PT. Rezeki Inthi Artha (Canned Tuna and
mackerel), PT. Indomop Multi Makmur, PT
(Cleaning Equipment), PT. Indopicri (produk
kimia bahan kertas; frosin65, frosin 70, IMR
130, IMR 525, IPR 100), PT. Starpeak Equity

Al Kalla Import & Export Co (home applian-
ces); Egyptian Saudi Co for Import & Export
(instant coffee, biscuits), Al Ahram Founda-
tion (handicrafts), Al Khalil For Wood Tra-
ding (wooden door), dan Haggag Co — PT
Asal Jaya (Coffee Beans).

“Pameran Dagang Cairo International
Fair merupakan salah satu alat meningkat-
kan akses pasar dan pengenalan diversifi-
kasi produk ekspor Indonesia ke Mesir,”
ujar Burman.[]

“Kami tetap mengupayakan untuk memperkenalkan buyer buyer potensial bagi
eksibitor yang belum mendapatkan transaksi dagang, dan yang saat ini sudah transaksi
kami bantu informasi mengenai regulasi dan dokumen yang perlu disiapkan”

Burman Rahman
Atase Perdagangan KBRI Kairo
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UPACARA PENGIBARAN 109 BENDERA ASIA-

AFRIKA BUKA

-

uta Besar Esti Andayani beserta para
Dperwakilan asing membuka rang-

kaian HUT 61 Tahun KAA secara
simbolik dengan memainkan Angklung.

Direktur Jenderal Informasi dan
Diplomasi Pubik, Duta Besar Esti Andayani,
secara resmi membuka rangkaian program
edukasi dalam rangka peringatan 61 Ta-
hun Konferensi Asia Afrika di Bandung,
Minggu (17/4).

Acara pembukaan dilaksanakan dalam
bentuk upacara pengibaran 109 bendera
Asia Afrika yang digelar di Jalan Asia Afrika
dan Jalan Soekarno, Bandung. Upacara di-
hadiri oleh 15 Duta Besar negara Sahabat
Asia dan Afrika serta 4 perwakilan dari
Kedutaan lainnya. Turut hadir pula dalam
upacara tersebut jajaran pejabat di ling-
kungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dan Pemerintah Kota Bandung.

Pengibaran bendera dilaksanakan oleh
350 anggota Pasukan Pengibar Bendera
Kota Bandung dan dilanjutkan dengan pa-
rade budaya Asia Afrika yang didukung
oleh lebih dari 18 komunitas seni dan pela-
jar internasional yang ada di Bandung.

Acara ini turut pula disaksikan oleh
warga Bandung di sepanjang Jalan Asia
Afrika dan Jalan Soekarno. Tidak kurang
dari 2000 warga yang sudah berkumpul se-
jak pagi di area upacara dan parade budaya
Asia Afrika untuk melihat secara langsung
pembukaan HUT 61 Tahun KAA ini.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal
Informasi dan Diplomasi Publik menyam-
paikan bahwa Peringatan 61 Tahun KAA ini
merupakan momen yang baik untuk dapat
meningkatkan sense of ownership terhadap

|

/

KAA, selain juga membuka kesempatan
bagi peningkatan hubungan dalam berba-
gai aspek seperti sosial-budaya, ekonomi
dan perdagangan serta pariwisata.

Untuk itu, melalui Peringatan Konfe-
rensi Asia Afrika yang dilaksanakan setiap
tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat
serta Pemerintah Kota Bandung dan ber-
bagai kalangan masyarakat lainnya dapat
memanfaatkan momen tersebut dengan
menggelar berbagai program kegiatan
guna menggali dan memberdayakan po-
tensi daerah Jawa Barat. Program kegiatan
yang dilaksanakan akan dapat berkesinam-
bungan apabila Pemerintah Daerah Jawa
Barat dapat memasukan event perayaan
hari ulang tahun Konferensi Asia Afrika
dalam program kerja setiap tahunnya.[]
(MKAA)
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THE 3* INDIAN OCEAN DIALOGUE BAHAS TANTANGAN
KEAMANAN MARITIM DI SAMUDERA HINDIA

* e LR ol

Padang — Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala
Badan Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan (BPPK) Kemlu RI, Duta Besar
Salman Alfarisi membuka secara resmi the
3 Indian Ocean Dialogue (IOD) pada hari
Rabu (13/4) di Padang, Sumatera Barat.

”Saat ini, negara-negara lingkar Samu-
dera Hindia tengah menghadapi berbagai
tantangan keamanan maritim termasuk
tantangan non-tradisional seperti IUUF,
perdagangan obat terlarang, perdagangan
manusia dll. Oleh karena itu diharapkan
the 3rd Indian Ocean Dialogue (IOD) dapat
memberikan kontribusi substantif bagi pe-
rumusan dokumen penting dalam rangka
memperkuat regionalisme. Dokumen di-
maksud yaitu IORA Concord yang akan
menjadi outcome document dan disahkan
oleh para kepala negara/pemerintahan saat
KTT Indian Ocean Rim Association (IORA)
bulan Maret 2017 mendatang,” demikian
disampaikan Dubes Salman.

Dialog bertajuk “Addressing Maritime
Security Challenges in the Indian Ocean Th-
rough Enhanced Regionalism” terselenggara
atas kerja sama Direktorat Kerja Sama In-
trakawasan Asia Pasifik dan Afrika, Ke-
menterian Luar Negeri RI dan The Habibie
Center (THC). Dalam sambutan pembuka-
annya, Acting Plt. Dirjen Asia Pasifik dan
Afrika, Listyowati menyampaikan bahwa
IOD menjadi salah satu forum yang unik
di IORA karena forum ini merupakan per-
temuan 1.5 track yaitu kalangan pemerin-
tah, akademisi dan think-tank.

Sesi pertama diisi dengan topik Ru-
les-based Regionalism in the Indian Ocean,
menghadirkan pembicara yaitu Prof. Dr.

Lih ik .m_!a_:_.f._ﬁi__;.,,-liiﬂ’._;.,,-

Dorojatun Kuntjoro-Jakti (UI), Rahimah
Abdulrahim (THC), Prof. Narnia Bohler-
Muller (Afrika Selatan) dan Abjit Singh
(India). Dalam sesi ini, dibahas berbagai
tantangan penguatan regionalisme di ka-
wasan, antara lain proses yang memakan
waktu cukup lama akibat keberagaman
yang sangat luas, perlunya dibangun
people to people contact mengingat luasnya
dimensi kawasan Samudera Hindia, mi-
nimnya konektifitas, serta kurangnya trust
and confidence antarmasyarakat dari negara
di kawasan.

Sesi kedua dengan topik Piracy and Ar-
med Robbery, Illicit Trafficking and Maritime
Terrorism menghadirkan pembicara yaitu
Dr. Ali Wibisono (UI), Kolonel Kresno Bun-
toro (TNI AL), Mohamud Moghe (Somalia),
dan Brian Lisko (AS). Dalam sesi ini para
pembicara sepakat bahwa ketiga isu terse-
but harus masuk dalam kategori ancaman
keamanan non-tradisional dan Trans-Or-
ganized Crime (TOC). Dalam hal ini, [ORA
dapat meningkatkan program peningkatan
kapasitas dari dan untuk negara anggota.

Sesi ketiga dengan topik Regional Coope-
ration on IUU Fishing menghadirkan pembi-
cara yaitu Duta Besar Arif Havas Oegroseno
(Deputi Kemenko Kemaritiman RI), dan
Rear Admiral Kurshed Alam (Bangladesh),
dan Dr. Alan Koropitan (IPB). Dalam sesi
ini dibahas mengenai rendahnya sumber
daya kelautan di kawasan yang diakibat-
kan adanya praktek IUUF. Untuk itu,
diusulkan agar IORA dapat menerapkan
langkah-langkah, antara lain perlunya
kesepakatan internasional yang mengikat
secara hukum, pentingnya pertukaran dan

koordinasi informasi diantara pemangku
kepentingan negara anggota IORA, dan
melakukan joint inspection and surveillance
scheme.

Dialog di hari kedua/terakhir pada hari
Kamis (14/4) diisi dengan sesi The Role of
Naval Powers in Enhancing Security in the
Indian Ocean, dengan pembicara yaitu Dr.
David Brewster (Australian National Uni-
versity), Dr. Riefqi Muna (LIPI), Muhamad
Arif (Peneliti THC). Dalam sesi ini dibahas
upaya peningkatan kerja sama antar ne-
gara anggota dari aspek strategic security
(kerja sama militer) dan sub-strategic secu-
rity (kerja sama sipil keamanan non-tradi-
sional).

Sesi terakhir diisi dengan topik Energy
in the Indian Ocean menghadirkan pembi-
cara yaitu Dr. Berly Martawardaya (UI),
Dr. Mahmud Syaltout (UI), Dr. Vikrom
Mathur (ORF). Dalam topik ini dibahas
mengenai kemungkinan berbagai kerja
sama AL untuk memastikan keamanan
dan keselamatan maritim guna menjamin
akses terhadap energi. Dibahas pula pen-
tingnya kerja sama energi terbarukan antar
negara anggota, terlebih dengan semakin
terbukanya peluang akibat turunnya harga
minyak dunia.

Dialog dihadiri oleh lebih dari 80 peser-
ta dari 25 negara yaitu 18 negara anggota,
6 dialogue partners dan 1 interested country.
Dialog ini menghasilkan Padang Consen-
sus yang berisi masukan untuk kerja sama
dalam menghadapi tantangan keamanan
maritim di kawasan seperti pentingnya
konektifitas bagi peningkatan ekonomi di
kawasan; peningkatan kerjasama AL ne-
gara anggota IORA termasuk pengawasan
yang efektif di tingkat nasional dalam pem-
berantasan IUUF, pembajakan, terorisme,
perdagangan obat terlarang dan berbagai
ancaman tradisional dan non-tradisional
lainnya. Dialog ini juga menyarankan pen-
tingnya kerjasama energi di kawasan, serta
memformulasikan strategi bersama untuk
mempertahankan sumber daya energi bagi
generasi yang akan datang.

Dialog ini merupakan yang ketiga kali-
nya dan diselenggarakan oleh Indonesia
selaku Ketua IORA (2015-2017). Dialog ke-I
diselenggarakan oleh India (Ketua IORA
2011-2013) di Kochi, India dan dilanjutkan
oleh Australia (Ketua IORA 2013-2015) di
Perth, Australia.[]
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INDONESIA DESAK DEWAN KEAMANAN PBB
SEGERA MENGAKHIRI PENDUDUKAN ISRAEL

esakan agar DK PBB segera meng-
D akhiri pendudukan Israel di Palestina
disampaikan oleh Wakil Tetap RI
untuk PBB, Dubes Dian Triansyah Djani,
dalam Debat Terbuka mengenai Situasi di
Timur Tengah, termasuk isu Palestina, yang
diadakan Dewan Keamanan (DK) PBB di
Markas Besar PBB di New York, pada hari
Senin (18/4). Ditegaskan pula bahwa peng-
akhiran pendudukan Israel sudah sangat
mendesak sebagai syarat terbentuknya Nega-
ra Palestina yang merdeka, dengan Jerusalem
Timur sebagai ibukotanya.
Dubes Djani juga menyampaikan kese-
pakatan yang dicapai pada KTT Luar Biasa
OKI di Jakarta, 6-7 Maret 2016, yang antara
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lain mendesak untuk segera dicapainya so-
lusi yang komprehensif dan final terhadap
konflik Palestina-Israel.

“Kekerasan yang terjadi di Palestina te-
lah mencapai tingkat yang mengkhawatir-
kan,” ujar Dubes Djani. Ditambahkan bahwa
Israel harus mematuhi tanggung jawab
internasional-nya, dengan melindungi hak-
hak rakyat Palestina dan tidak melakukan
pembunuhan semena-mena. “Kekerasan
yang terus terjadi mencerminkan dalam-
nya permusuhan di antara warga Palestina
dan Israel, dan akan semakin mempersulit
upaya memulai kembali proses perdamai-
an,” tegasnya.

Dubes Djani juga menyesalkan banyaknya

resolusi PBB mengenai Palestina yang tidak
dapat ditindaklanjuti. “PBB tidak dapat
hanya melaksanakan rapat atau konsultasi
sementara korban jiwa terus berjatuhan di
Palestina. Hal ini tidak dapat diterima,” im-
buhnya.

Selain mengenai isu Palestina, dalam
Debat tersebut Dubes Djani juga menying-
gung konflik yang terjadi di Suriah. Disam-
paikan harapan Indonesia agar pihak yang
bertikai dapat mengedepankan dialog dan
menghormati prinsip kemanusiaan, serta se-
cara bersama membangun kembali Suriah.[]

(Sumber: PTRI New York)
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